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ABSTRAK 
 
Nama Penyusun : Wahyudin Amdar 
NIM : 30300109033 
Judul Skripsi : Pemikiran Politik Ah}mad Mus}t}afa> al-Mara>gi> dalam Tafsi>r al-
Mara>gi> 
 
 
Skripsi yang berjudul ”Pemikiran Politik Ah}mad Mus}t}afa> al-Mara>gi> dalam 
Tafsi>r al- al-Mara>gi> “ maka penulis dapat menarik tiga sub masalah, pertama, apa 
hakikat politik. Kedua, Bagaimana Prinsip-prinsip Politik menurut Ah}mad mus}t}afa> 
al-Mara>gi> di dalam Tafsi>r al-Mara>gi>. Ketiga, Bagaimana Implikasi pemikiran Politik 
Ah}mad mus}t}afa> al-Mara>gi> dalam kehidupan sosial. Masalah ini dilihat dengan 
pendekatan historis, sosiologis, dan tafsir dan dibahas dengan menggunakan metode 
kepustakaan (library research) dan dengan analisis isi (content analysis). 
 
Ah}mad Mus}t}afa> al-Mara>gi> adalah salah seorang mufassir kontemporer yang 
monumental. Pikiran-pikiran yang tajam dan kritis sudah tersebar dalam berbagai 
karyanya termasuk Tafsi>r al- al-Mara>gi> yang menjadi rujukan berbagai para sarjana, 
gerakan Islam, dalam pemikiran politiknya, beliau ingin membangkitkan umat 
dengan cara merubah cara berfikir umat melalui karya-karyanya. 
 
Pemikirannya tentang politik yang menekankan pada esensi dan prinsip 
politik yang tidak boleh berubah itu adalah nilai Islam, bukan sistem dan bentuknya. 
Latar belakang, kondisi sosial-politik, pendidikan, dan termasuk guru beliau 
Muhammad Abduh, merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pemikirannya. 
 
 Inti dari pemikiran politik Ah}mad Mus}t}afa> al-Mara>gi adalah menekankan 
pentingnya masalah politik, dengan mengamalkan esensi dan prinsip politik yang 
ada dalam ajaran Islam akan tercipta sebuah negara yang adil dan sejahtera. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Tema keikutsertaan aktifis Islam baik dari kalangan ulama, dan 
cendikiawan muslim dalam pertarungan politik hingga kini masih saja menjadi 
tema yang menarik dan hangat untuk dibicarakan. Itu dibuktikan dengan 
terjadinya pro-kontra dikalangan mereka yang mengkaji dan mendiskusikannya. 
Polemik ini jika diteliti lebih jauh bukanlah polemik yang baru kali ini terjadi, 
namun sejak dahulu bahkan sejak berabad-abad lalu tema keterlibatan para ulama 
dan cendekiawan muslim secara politis dalam penyelenggaraan negara baik 
sebagai eksekutif, legislatif ataupun yudikatif selalu menjadi perdebatan yang 
hangat dikaji.  
Menyebut kata politik, niscaya terlintas di benak penulis tentang 
perebutan kekuasaan, keculasan, kecurangan, saling jegal dan segala predikat 
buruk sekedar  untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Semua 
bayangan itu, muncul karena memang budaya politik yang ditampakkan oleh 
para elite politik selama ini adalah seperti itu.  
Bagi masyarakat awam saat membincangkan politik, maka hanya  
terbayang tentang kampanye, partai politik, pemerintahan, pemilu, kartu suara 
dan instrumen lainnya, ini disebabkan karena masyarakat sekarang pada 
umumnya  menilai prilaku politik setiap kandidat secara objektif atau sesuai 
dengan realitas yang dilihatnya. Tidak sulit untuk dijumpai berita-berita tentang 
politik di media massa, televisi, surat kabar , berita online yang hanya dalam 
beberapa menit saja berita-berita terbaru akan didapatkan. Namun pada akhirnya, 
harus ada yang namanya pemahaman di wilayah teoritis untuk melihat serta 
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menilai hal tersebut, terutama ketika topik tersebut membahas tentang praktek 
politik. 
Ketika dilihat dan disimak dengan menggunakan kacamata akademis, 
maka akan muncul pertanyaan – pertanyaan dasar perihal politik tersebut, apa itu 
politik? Apakah politik itu semacam makanan kaleng yang sesaat saja di santap 
lalu habis? Secara kebahasaan dengan menggunakan literature arab, maka politik 
berasal dari kata siya>sah yang artinya memimpin, memerintah, mengatur, melatih 
, serta managment1. Sedangkan secara istilah, siya>sah diartikan sebagai sebuah 
tindakan yang dengannya manusia lebih dekat dengan kebaikan dan semakin jauh  
dari kerusakan meskipun tindakan itu tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah 
saw dan tidak ada wahyu al-Qur’an yang turun tentangnya secara eksplisit. 
Jika dilihat dari arti kebahasaan dan istilahnya, maka pada dasarnya 
siya>sah adalah tindakan yang mulia, yang mengantarkan manusia pada kebaikan 
dan terhindar dari kerusakan singkatnya, upaya manusia mengatur manusia 
lainnya. Namun harus dipahami bahwa, bidang amaliah politik tidak hanya 
terbatas pada wilayah pemerintahan saja, partai, parlemen , karena secara praktis 
ketika mendengar ungkapan politik maka itulah yang akan terlintas di benak kita. 
Padahal, jika dilihat dari defenisinya, maka politik itu ada disetiap tempat 
manusia berinteraksi. Ada siya>sah dirumah, kantor, kampus, bahkan di majelis 
ta’lim. Karena hakekat dari siya>sah adalah mengatur dan me-manage.2 
Sebagai agama yang sempurna, Islam mengatur semua aspek kehidupan 
manusia, ia tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga 
                                                 
1A.W. Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap  (Cet. XIV, 
Yogyakarta: Pustaka Proggressif, 1997), h. 677. 
2 Farid Nu’man Hasan, Seuntai Bunga Rampai Politik Islam”Memahami Politik Islam 
Sesuai Teks dan Konteks” (Cet. I; Depok: Tauhid Media Center, 2009), h. 3. 
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mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan dengan lingkungannya. 
Firman Allah  dalam QS. al-Nahl/16: 89 : 
tΠöθtƒuρ ß]yèö7 tΡ ’Îû Èe≅ä. 7π¨Βé& #´‰‹Îγ x© Ο Îγ øŠn= tæ ô⎯ÏiΒ öΝ ÍκÅ¦àΡ r& ( $ uΖ ø⁄Å_ uρ šÎ/ #´‰‹Íκ y− 4’n?tã Ï™Iωàσ ¯≈yδ 
4 $ uΖø9¨“ tΡ uρ šø‹n=tã |=≈tGÅ3 ø9$# $YΖ≈u‹ö; Ï? Èe≅ä3 Ïj9 &™ó©x« “ Y‰èδuρ Zπ yϑ ômu‘ uρ 3“ u ô³ ç0uρ t⎦⎫Ïϑ Î=ó¡ ßϑ ù= Ï9 ∩∇®∪     
Terjemahnya: 
(dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat 
seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan kamu 
(Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. dan Kami 
turunkan kepadamu al-kitab (al-Qur’an) untuk menjelaskan segala sesuatu 
dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang 
berserah diri. 
 Maksud ayat di atas dapat dipahami bahwa perkara apapun ada 
hukumnya, dan penjelasannya, atau tantangan apa saja yang dihadapi kaum 
muslimin, akan dapat dipecahkan dan dijawab oleh Islam. 
Umat Islam saat ini mengalami suatu fase kemunduran dalam berbagai 
aspek. Krisis multidimensi yang menimpa umat Islam yang membuat mereka 
lengah dan tidak berdaya untuk melawan hegemoni Barat. Islam sebagai agama 
yang komprehensif dan universal yang sanggup memecahkan seluruh 
problematika yang menimpa umat kini telah dicampakkan.  
Saat ini Islam hanya dipahami sebagai agama ritual semata, yang 
menekankan pada aspek-aspek tertentu tanpa harus berusaha untuk mencapai 
suatu kebangkitan dan kemuliaan yang sanggup menumbangkan hegemoni 
kapitalisme yang selama ini menguasai dunia, serta meracuni pemikiran umat 
Islam bukan hanya kaum awam saja tetapi sampai kepada pemikir-pemikir Islam. 
Dan siapa pun yang membaca literatur-literatur akan menemukan misalnya 
bagaimana sebagian ulama mengingatkan bahaya “mendekati pintu sultan” atau 
bahkan menolak jabatan sebagai seorang qadhi. 
Melihat fakta demikian sehingga sebagian umat Islam cenderung 
menjauhkan Islam dari politik. Karena, Agama  menurut cara berfikir umat Islam 
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awam adalah sesuatu hal yang sangat sakral, sementara politik merupakan 
sesuatu yang sangat kotor, hina bahkan keji, oleh karena itu politik harus 
dijauhkan dari agama. al-Qur’an memerintahkan agar umat Islam melaksanakan 
ajaran-ajaran Islam seutuhnya. Sehubungan dengan ini dalam firman Allah QS. 
al-Baqarah/2: 208:  
$yγ •ƒr'¯≈tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΖtΒ#u™ (#θè=äz ÷Š$# ’Îû ÉΟ ù= Åb¡9$# Zπ ©ù!$Ÿ2 Ÿωuρ (#θãèÎ6®Ks? ÅV≡ uθäÜ äz Ç⎯≈sÜ ø‹¤±9$# 4 
… çμ ¯ΡÎ) öΝ à6s9 Aρ ß‰tã ×⎦⎫ Î7 •Β ∩⊄⊃∇∪     
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam 
keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. 
Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. 
Di antara ajaran Islam terdapat pula ajaran yang berkenaan dengan 
kehidupan politik, memahami isi kandungan al-Qur’an dengan baik tidak hanya 
saja membaca terjemahan melainkan dengan berbagai cara salah satunya 
membuka kitab-kitab Tafsir. 
Setelah manusia mengetahui urgensi politik dan kedudukannya dalam 
Islam, maka wajib bagi semua elemen pejuang Islam untuk membangun 
kesadaran menuju perubahan disisi politik umat Islam. Bahu membahu menuju 
politik yang diridhai Allah swt., berjuang bersama dengan dan tanpa 
memicingkan mata kepada kelompok lain yang hanya karena perbedaan yang 
masih bisa dimaafkan, tanpa pula meremehkan hasil kerja yang sudah dilampaui 
oleh saudara seperjuangannya. Karena harus diingat bahwa, sehebat apapun 
sebuah gerakan Islam, mereka tidak akan mampu menyelesaikan semua persoalan 
umat Islam hari ini yang sangat kompleks dan multidimensi, mulai dari persoalan 
kemusyrikan, bid’ah, kemiskinan, pemiskinan, lemahnya iman, kebodohan, 
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pengangguran, KKN, pornografi-porno aksi, illegal logging, pergaulan bebas, 
pelacuran, dan lain-lain.3 
Penelitian terhadap kitab-kitab tafsir al-Qur’an menunjukan adanya ide-
ide yang berkenaan dengan politik dalam al-Qur’an, diantara para mufasir, 
terdapat salah seorang mufasir yang tidak diragukan lagi kapasitasnya dalam 
menafsirkan ayat, beliau adalah Ah}mad Mus}t}afa> al-Mara>gi>. 
 Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis berinisiatif untuk mengkaji 
pemikiran politik Ah}mad Mus}t}afa> al-Mara>gi> dalam Tafsi>r al-Mara>gi.> Karena 
mengingat kajian politik menurut pandangan para mufassir sangat kurang. Oleh 
karena itu penulis menganggap penting untuk mengkaji pemikiran beliau untuk 
menjadi bahan referensi dalam bernegara. 
B. Rumusan dan Batasan Masalah 
Berdasarkan dari uraian-uraian di atas, penulis berinisiatif untuk mengkaji 
permasalahan utama di dalam skripsi ini, yaitu bagaimana pemikiran politik 
Ah}mad mus}t}afa> al-Mara>gi> dalam Tafsi>r al-Mara>gi> ? yang kemudian diurai ke 
dalam sub-sub masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana Prinsip-prinsip Politik menurut Ah}mad mus}t}afa> al-Mara>gi> di 
dalam Tafsi>r al-Mara>gi> ? 
2. Bagaimana Implikasi pemikiran Politik Ah}mad mus}t}afa> al-Mara>gi> dalam 
kehidupan sosial ? 
C. Pengertian Judul 
Untuk lebih memudahkan dalam memahami isi skripsi yang berjudul 
“Pemikiran Politik Ah}mad Mus}t}afa> al-Mara>gi> dalam Tafsi>r al-Mara>gi>”, maka 
penulis menguraikan kata-kata penting dalam judul tersebut sebagai berikut : 
                                                 
3Farid Nu’man Hasan, Seuntai Bunga Rampai Politik Islam”Memahami Politik Islam 
Sesuai Teks dan Konteks”, h. 5.  
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Pemikiran adalah pemindahan penginderaan terhadap fakta melalui panca 
indera ke dalam otak yang disertai adanya informasi-informasi terdahulu yang 
akan digunakan untuk menafsirkan fakta tersebut.4 
Politik dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah Siya>sah. Dalam kamus 
al-Munawwir berakar dari kata Sa>sa-Yasu>su yang berarti melatih, mengatur, 
memimpin, memerintah, mengemudi dan mengurus..5 
Secara menyeluruh Pemikiran Ah}mad Mus}t}afa> al-Mara>gi> dalam Tafsi>r al-
Mara>gi> adalah pemikiran politik yang difokuskan pada pemikiran Ah}mad 
Mus}t}afa> al-Mara>gi> dalam Tafsi>r al-Mara>gi>. 
D. Kajian Pustaka 
Kajian utama dari sripsi ini adalah studi atas pemikiran Ah}mad Mus}t}afa> 
al-Mara>gi> dalam Tafsi>r al-Mara>gi>. Oleh karena itu, penulisan skripsi ini sedikit 
banyak menggunakan beberapa literature sumber primer mengupas permasalahan 
dalam skripsi ini. 
Buku rujukan adalah Tafsi>r al-Mara>gi> sebagai acuan utama dalam 
meneliti pemikiran Ah}mad Mus}t}afa> al-Mara>gi> dalam Tafsi>r al-Mara>gi> untuk 
memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan pembahasan. Tafsi>r al-Mara>gi,> 
termasuk ke dalam golongan tafsir kontemporer. Hal ini dapat dilihat jelas selain 
dari waktu penyusunan tafsirnya, dapat terlihat juga dari cara al-Mara>gi 
menafsirkan ayat-ayat yang ada di dalam al-Qur’an. al-Mara>gi> menafsirkannya 
dengan cara yang lebih sistematis, sehingga mudah dicerna oleh setiap 
pembacanya. Pada terbitan yang pertama, Tafsi>r al-Mara>gi > ini terdiri dari 30 
jilid, namun hal itu terlihat sangat banyak kemudian pada terbitan selanjutnya 
diperampinglah penerbitannya sampai menjadi 10 jilid saja. 
                                                 
4Taqiyuddi>n al-Nabha>ni>, al-Tafkir, terj. Taqiyuddin as-Siba’i, Hakekat Berfikir  (Bogor: 
Pustaka Thariqul ‘Izzah, 2003), h. 25. 
5A.W. Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap, h. 677. 
7 
 
Karena disusun di Mesir, pemikiran al-Mara>gi> juga tidak lepas dari 
pengaruh dua ulama besar al-Az\har, Muh{ammad Abduh{ dan Muh{ammad Rasyid 
Rid}a, yang tidak lain mereka adalah guru-gurunya. Banyak ahli tafsi>r yang 
melihat percikan-percikan Tafsi>r al-Manar yang disusun oleh dua ulama besar 
awal abad dua puluh tersebut dalam Tafsi>r al-Mara>gi>, terutama dari sisi 
modernitas pemikirannya. Berbeda dengan tafsir salaf yang sistematika 
penulisannya relatif sederhana, meski pembahasannya sangat mendalam, Ah}mad 
Mus}t}afa> al-Mara>gi menyusun tafsirnya dengan sistematika yang lebih bercorak. 
Dimulai dengan menyebutkan satu, dua, atau sekelompok ayat yang akan 
ditafsirkan, yang pengelompokannya berdasarkan kesatuan pokok bahasan. 
Meski dikelompokkan namun urutan ayat dan surahnya tetap seperti biasa, yakni 
mulai dari surah al-Fa>tihah sampai surah al-Na>s. Disusul kemudian dengan 
penjelasan kosa kata (syarh al-mufradāt) yang secara umum dianggap sukar, lalu 
uraian pengertian global ayat (ma’na al-Ijmali). Setelah diajak memahami 
maksud ayat secara umum, pembaca lalu disuguhi penafsiran yang lebih rinci dan 
luas. Pengertian ijmali tersebut merupakan hal baru dalam dunia tafsir, yang 
belum pernah dilakukan oleh mufassir lain sebelumnya. 
Selanjutnya buku yang dijadikan sebagai rujukan adalah buku karangan 
Sayyid Qut}b yaitu Fi> Z|ilal al-Qur’an. Kitab tafsir yang banyak menjadi rujukan 
di kalangan para sarjana, kaum inteletual maupun orang kebanyakan. Buku ini 
ditulis berdasarkan pengelompokan ayat dan diterbitkan oleh penerbit Dar al-
Syuruq. 
Buku Islam dan Politik : Tidak Bisa Dipisahkan yang ditulis oleh Farid 
Wajdi, yang menjelaskan tentang hubungan islam dengan politik sebagai berikut, 
dimana manusia dikumpul mereka akan menentukan kemaslahatan diantara 
mereka. Di sini perlu aturan untuk mengatur interaksi mereka agar kemaslahatan 
8 
 
itu bisa mereka gapai, selanjutnya perlu ada pimpinan yang menerapkan aturan 
itu kepada mereka. Ini adalah aktivitas politik, pilihan kaum muslimin hanya ada 
dua yaitu berpolitik atau “dipolitiki”. Kalau memilih dipolitiki berarti memilih 
untuk dikuasi, menjadi objek eksploitasi dan objek penerapan hukum-hukum 
kufur. Jika memilih berpolitik, kaum muslimin akan dapat menentukan nasib 
sendiri, menerapkan hukum Islam, memilih pemimpin yang adil dan memenuhi 
Syari’at Islam. 
Buku Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam yang ditulis oleh 
Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, yang menjelaskan tentang Fiqh Siyasah 
dan karakteristik pemikiran Islam sebagai berikut, dimana menjelaskan definisi, 
objek studi, tujuan dari Fiqh Siyasah tersebut dan memaparkan bagaimana corak 
pemikiran politik dari beberapa kalangan dan tokoh, selanjutnya didalamnya 
dijelaskan pula relasi antara agama dan Negara, urgensi dan cara pemilihan 
kepala Negara serta bagaimana bentuk Negara dan sistem pemerintahan.  
Buku Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur’an yang 
ditulis oleh Abdul Muin Salim, yang menjelaskan tentang fiqh siyasah yang 
terfokus kepada politik, kekuasaan politik, kedudukan manusia, dan hakikat dan 
wujud kekuasaan politik, dimana menjelaskan definisi, tujuan dari kekuasaan 
politik dan menjelaskan secara detail macam-macam konsep kekuasaan politik, 
selanjutnya dijelaskan pula prinsip-prinsip kekuasaan politik. 
Buku Islam Musuh Bagi Sosialisme dan Kapitalisme, yang ditulis 
Syamsuddin Ramadhan yang memaparkan bahwa Islam adalah sebagai ideology 
sebagaimana Kapitalisme dan sosialisme. Dalam logika sistem, sistem harus 
dilawan dengan sistem, negara harus dilawan dengan negara, maka ideologi harus 
dilawan dengan ideologi. Negara tidak mungkin dilawan dengan gerakan 
individu, walaupun negara bisa diruntuhkan dengan gerakan kolektif. Bila 
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kenyataan masih seperti ini terus, sampai kapanpun kaum muslimin mustahil 
dapat memenangkan peraturan global, kecuali jika Islam juga diemban dalam 
bentuk negara yang berkerahmatan lil ‘alamin. 
E. Metode Penilitian  
Dalam upaya penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa metode 
seperti: 
1. Metode Pendekatan 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mencakup 
metode; pendekatan historis; sosiologis; tafsir. 
a. Pendekatan historis yaitu pendekatan yang menggunakan data masa lalu, 
baik untuk memahami kejadian atau suatu keadaan yang berlangsung 
sekarang maupun untuk memahami kejadian atau keadaan masa sekarang 
dalam hubungannya dengan kejadian atau keadaan masa lalu, selanjutnya 
kerapkali juga hasilnya dapat dipergunakan untuk meramalkan kejadian atau 
keadaan masa yang akan datang.6 
b. Pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang berusaha memahami sosok 
Ah}mad Mus}t}afa> al-Mara>gi> dan pengaruhnya dalam dunia politik pada 
masyarakat kontemporer. 
c. Pendekatan tafsir dilakukan, mengingat sumber utama literature penulisan 
skripsi ini adalah kitab Tafsi>r al-Mara>gi>. 
2.  Metode pengumpulan data 
Dalam upaya mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menyusun 
skripsi ini, penulis menggunakan metode library research atau kajian 
kepustakaan, yakni dengan mengumpulkan data dari berbagai literature, buku-
                                                 
6 Hadari Nawawi, Metode Penilitian Bidang Sosial (Cet. VII; Yogyakarta: Gajah  Mada 
University Press, 1998), h. 78-79. 
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buku serta sumber-sumber bacaan lain yang relevan. Kemudian dianalisis dengan 
menggunakan teknik analisis isi (content analysis), yaitu teknik yang digunakan 
untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan 
dilakukan secara obyektif dan sistematis.7 
3. Analisis Data 
Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode : 
a. Metode induktif, yakni mengelola data yang bersifat khusus dan kemudian 
mengambil suatu kesimpulan yang sifatnya umum. 
b. Metode deduktif, yakni suatu cara berfikir yang bertitik tolak dari fakta-
fakta yang sifatnya umum kemudian mengelolah dan menganalisinya untuk 
mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat khusus. 
c. Metode komparasi, yaitu menganalisa dengan cara membandingkan antara 
satu data dengan data yang lainnya, kemudian berusaha mengambil 
kesimpulan terhadap objek yang dibahas. 
F. Tujuan dan Kegunaan Penilitian 
1. Tujuan 
Di samping sebagai karya tulis ilmiah, penilitian ini juga diarahkan pada 
beberapa tujuan sebagai berikut : 
a. Menjelaskan hakikat politik. 
b. Menjelaskan eksistensi Politik menurut Ah}mad Mus}t}afa> al-Mara>gi> di dalam 
Tafsi>r al-Mara>gi>. 
c. Menerangkan Implikasi sosial pemikiran Politik menurut Ah}mad Mus}t}afa> al-
Mara>gi. 
2. Kegunaan 
                                                 
7Lexy J. Moelong, Metodologi Penilitian Kualitatif (Cet. XIII; Bandung: PT. Remaja 
Rosda Karya, 2000), h.163. 
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Dalam penyusunan skripsi ini diharapkan bermanfaat, setidaknya:  
a. Memiliki signifikansi ilmiah dan menjadi sumbangsi bagi insan akademik, 
terutama bagi yang memiliki kesadaran ilmiah yang tinggi, baik di masa 
sekarang maupun di masa yang akan datang. 
b. Untuk memenuhi suatu kewajiban untuk dapat menyelesaikan studi pada 
Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik UIN Alauddin Makassar. 
c. Melalui penelitian ini penulis berusaha untuk menjelaskan akan pentingnya 
politik dan berperan dalam pergolakan politik untuk menciptakan suatu 
perubahan yang hakiki di tengah-tengah masyarakat menuju negara yang adil 
dan sejahtera. Selain itu penulis mengharapkan agar tulisan ini bisa menjadi 
salah satu rujukan dalam penulisan karya ilmiah. 
G. Garis-Garis Besar Isi Skripsi 
Untuk memberikan gambaran awal tentang penilitian ini, maka akan 
dijelaskan garis-garis besar pembahasan yang ada dalam setiap bab, sebagai 
berikut: 
Pada Bab I berisi latar belakang masalah yang memberikan ketertarikan 
peneliti untuk meneliti dan membahas persoalan tentang studi atas pemikiran 
politik Ah}mad Mus}t}afa> al-Mara>gi> di dalam Tafsi>r al-Mara>gi>, kemudian 
dirumuskan ke dalam beberapa masalah pokok yang menjadi acuan kajian ini. 
Selanjutnya, terdapat pengertian judul untuk mendapatkan pengertian yang jelas 
tentang judul yang dimaksud. Di dalamnya diuraikan pula kajian pustaka, 
metodologi penilitian yang digunakan dalam penilitian ini, serta tujuan dan 
kegunaan penilitian, dan di akhiri dengan garis-garis besar isi skripsi. Semua hal 
di atas merupakan kerangka awal atau konsep awal dalam pembahasan 
selanjutnya. 
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Bab II terdiri dari penjelasan tentang biografi Ah}mad Mus}t}afa> al-Mara>gi> 
yang mencakup latar belakang pendidikan dan karya-karyanya. Begitupun 
metodologi Tafsi>r al-Mara>gi> yang mencakup identifikasi kitab dan metode 
analisis yang digunakannya. 
Bab III mengurai tentang pengertian politik dan pandangan ulama 
terhadapnya, serta kedudukan politik sebagai bagian dari ajaran para Nabi dan 
Rasul yang diutus oleh Allah. 
Bab IV di dalamnya membahas tentang bagaimana pemikiran politik 
Ah}mad Mus}t}afa> al-Mara>gi> dalam Tafsi>r al-Mara>gi> kemudian menjelaskan 
implikasi dalam kehidupan sosial menurut Ah}mad Mus}t}afa> al-Mara>gi>. 
Bab V adalah penutup, berisi kesimpulan semua pembahasan dari bab-bab 
yang ada sebelumnya, terutama menjawab pokok masalah yang telah 
dirumuskan, serta memuat implikasi penelitian. 
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BAB II 
AH{MAD MUS{T{AFA< AL-MARA<GI< DAN KARYA TAFSIRNYA 
A. Biografi Ah}mad Mus}t}afa> al-Mara>gi> 
1. Latar Belakang Pendidikan 
Nama lengkap al-Mara>gi> adalah Ah}mad Mus}t}afa> Ibn Mus}t}afa ibn 
Muh{ammad ibn Abdul al-Mun’im al-Qad{i al-Mara>gi>. Ia lahir pada tahun 1300 
H/1883 M di kota Al-Maragah, provinsi Suhaj, kira-kira 700 km arah selatan 
Kairo dan wafat di Hilwan, sebuah kota kecil di sebelah selatan kota Kairo pada 
tahun 1371 H/1952 M, pada usia 69 tahun. 8 Ah}mad Mus}t}afa> al-Mara>gi> berasal 
dari kalangan ulama yang taat dan menguasai berbagai bidang ilmu agama. Hal 
ini dapat dibuktikan, bahwa 5 dari 9 orang putra laki-laki Mus}t}afa> al-Mara>gi> 
(ayah Ah{mad Mus}t}afa> al-Mara>gi>) adalah ulama besar yang cukup terkenal, yaitu: 
a. Muh{ammad Mus}t}afa> al-Mara>gi> yang pernah menjadi Syekh al-Az\har dua 
periode, tahun 1928-1930 dan 1935-1945. 
b. Ah}mad Mus}t}afa> al-Mara>gi>, pengarang Tafsi>r al-Mara>gi>. 
c. Abdul Aziz al-Mara>gi>, pernah menjadi Dekan Fakultas Ushuluddin 
Universitas al-Az\har dan imam Raja Faruq. 
d. Abdullah Mus}t}afa> al-Mara>gi>, pernah menjadi inspektur umum pada 
Universitas Al-Az\har. 
e. Syekh Abdul Wafa Mus}t}afa al-Mara>gi>, pernah menjadi sekretaris Badan 
Penelitian dan Pengembangan Universitas al-Az\har. Sementara putera 
Musthafa al-Maraghi yang menjadi hakim adalah 1. Muh{ammad Aziz 
Ahmad al-Maragi, Hakim di Kairo, 2. Hamid Al-Maraghi, Hakim dan 
Penasehat Menteri Kehakiman di Kairo, 3. Asim Ahmad Al-Maraghi, Hakim 
                                                 
8Hasan Zaini, Tafsir Tematik Ayat-ayat Kalam Tafsir al-Maraghi (Cet. I; Jakarta: 
Pedoman Ilmu Jaya, 1997), h. 15. 
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di Kuwait dan di Pengadilan Tinggi Kairo, dan 4. Ahmad Midhat Al-
Maraghi, Hakim di Pengadilan Tinggi Kairo dan wakil Menteri kehakiman di 
Kairo. 9 
al-Maragi dibesarkan bersama delapan saudaranya dibawah naungan 
rumah tangga yang sarat pendidikan agama. Dikeluarga inilah al-Maragi 
mengenal dasar dasar agama islam sebelum menempuh pendidikan dasar 
disebuah madrasah didesanya, ia sangat rajin membaca al-Qur’an, baik untuk 
membenahi bacaan maupun menghafalnya, karena itulah sebelum menginjak usia 
13 Tahun ia telah hafal al-Qur’an. Pada tahun 1314 H/1897 M, al-Maragi 
menempuh kuliah di Universitas al-Azhar dan Universitas Dar al-‘Ulum di Kairo, 
karena kecerdasannya yang luar biasa, ia mampu menyelesaikan pendidikannya 
di dua Universitas itu pada tahun yang sama, yaitu 1909 M.10Di dua Universitas 
itu, ia menyerap ilmu dari beberapa ulama kenamaan seperti Muhammad Abduh, 
Muhammad Bukhait al-Muthi’i, Ahmad Rifa’i al-Fayumi, Muhammad Rasyid 
Ridha dan lain lain11, mereka memiliki andil yang sangat besar dalam 
membentuk intelektualitas al-Maragi. Kegigihan menuntut ilmu telah 
membuahkan hasil, al-Maragi sangat cakap pada semua bidang ilmu agama. 
2. Karya-Karyanya 
Diantara karya al-Mara>gi> yang terbesar adalah Tafsi>r al-Mara>gi>, yang 
dibuat pada tahun 1365 H. Karya lainnya; ‘Ulum Balagah, Hidayah al-T{alib, al-
H}isbah} fi al-Islam, al-Diyanah wa al-Akhlaq, Tahzih al-Taud}ih, dan yang lainnya. 
 
                                                 
9Hasan Zaini, Tafsir Tematik Ayat-ayat Kalam Tafsir Al-Maraghi, h. 16. 
10Mani’ Abd Halim Mahmud, Manhaj al-Mufassirin, terj. Faisal Shaleh dan Syahdianor, 
Metodologi Tafsir Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir  (Bandung: PT.Raja Grafindo 
Persada, 2006), h. 328. 
11Muhammad Ali al-Iyazy, al-Mufassiruna Hayatuhum wa Manhajuhum Fi al-Tafsir 
(Teheran: Waziqaf al-Irsyad al-Islamiyyah, 1414), h. 357. 
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3. Pandangan Ulama Terhadap Ah}mad Mus}t}afa al-Mara>gi> 
Menurut Muh}ammad H{usain al-Z|ahabi dalam kitab at-Tafsi>r wa al-
Mufassirun  dijelaskan bahwa, sesungguhnya al-Mara>gi> dalam menafsirkan ayat-
ayat al-Qur’an sangat berhati-hati, beliau tidak berani menuangkan hasil 
ijtihadnya sebelum terlebih dahulu ia perhatikan beberapa aspek yang 
dianggapnya lebih penting dalam menafsirkan suatu ayat itu. Beberapa aspek 
tersebut antara lain: 
a. Terlebih dahulu mencari penafsiran dari ayat lain mengenai kandungan suatu 
ayat. Karena adakalanya suatu ayat dianggap mujmal di satu tempat, tetapi 
tidak di tempat lain. 
b. Setelah dia memperhatikan penafsiran yang diambil dari ayat al-Qur’an itu 
sendiri, kemudian dia mencari penjelasan dari Rasulullah saw. dalam bentuk 
hadis, dengan terlebih dahulu diseleksinya, kemudian dia mengambil hadis-
hadis yang menurutnya jalan periwayatannya benar. 
c. Dia mencari serta memperhatikan penjelasan yang datangnya dari ulama 
salaf, baik ulama salaf yang berasal dari sahabat atau ulama yang berasal dari 
kalangan tabi’in. 
d. Setelah itu dia memperhatikan dari aspek uslub kebahasaan. 
e. Bahkan dia senantiasa memperhatikan berbagai sunnatullah yang terjadi dan 
berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia dalam kauniah ini. 
f. al-Mara>gi> juga selalu mengkaji dan memahami dari kitab-kitab tafsir yang 
terdahulu. 
g. Dengan keshalihan serta kewara’annya dia tidak berani mengungkapkan 
pendapatnya sebelum kesemua aspek diatas itu dia peroleh.12 
                                                 
12Muh}ammad H{usain al-Z|ahabi, al-Tafsi>r wa al-Mufassirun (Kairo: Dar al-Kutub al-
H|adis\ah, 1976), h. 595. 
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B. Metodologi Tafsi>r al-Mara>gi> 
1. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan Tafsi>r al-Mara>gi> ini, dikemukakan seperti 
penuturannya dalam muqaddimah tafsir tersebut, sebagai berikut: 
a. Menyampaikan ayat-ayat diawal pembahasan satu atau lebih dari ayat-ayat 
al-Qur’an, sehingga memberikan pengertian yang menyatu. 
b. Apabila terdapat ayat-ayat yang sulit dipahami, al-Mara>gi> menjelaskan 
secara mufradat (kata-kata). 
c. Menyebutkan maksud ayat secara ijmali, dengan maksud sebelum memasuki 
kepada penafsiran terlebih dahulu mengetahui makna ayat-ayat secara ijmali, 
kemudian ditafsirkan secara rinci. 
d. Menyertakan bahasan asbabun nuzul, jika terdapat riwayat s}ah}ih} dari hadis 
yang menjadi pegangan para mufassir. 
e. Mengesampingkan istilah yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, 
seperti: ilmu sharaf, nahwu, balagah, dan yang lainnya. 
f. Gaya bahasa yang dipergunakan disesuaikan dengan perkembangan 
pengetahuan masa kini. 
g. Sebelum membahas, terlebih dahulu dia mengkaji tafsir terdahulu yang 
beraneka kecenderungannya serta masa penulisannya, setelah itu baru dia 
menyajikannya dengan gaya bahasa yang mudah diterima. 
h. Dalam pembahasannya, dia tidak memakai cerita-cerita orang dahulu, 
kecuali yang tidak bertentangan dengan agama serta tidak diperselisihkan.13 
 
                                                 
13Ah}mad mus}t}afa> al-Mara>gi>, Tafsi>r al-Mara>gi>, terj. Bahrun Abubakar, Terjemah Tafsir 
al-Maragi, Juz 1 (Cet. II; Semarang: CV. Toha Putra, 1992), h. 18-22. 
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2. Karakteristik Tafsi>r al-Mara>gi> 
a. Metode  
Dari sisi metodologi al-Maragi bisa disebut mengembangkan metode 
baru, al-Maragi adalah mufassir yang pertama kali memperkenalkan metode 
tafsir yang memisahkan antara “Uraian Global” dan “Uraian rincian” sehingga 
penjelasan ayat ayat didalamnya dibagi menjadi dua kategori, yaitu ma’na Ijmali 
dan ma’na tahlili, hal itu dilihat dari cara beliau menafsirkannya pertama 
menggunakan metode Ijmali (uraian global) dan selanjutnya menggunakan 
metode tahlili (uraian rincian) dengan memulai mengelompokan ayat-ayat 
menjadi satu kelompok lalu menjelaskan pengertian kata-kata, maknanya secara 
ringkas, dan disertai asbabun nuzul, kemudian munasabah ayatnya. Pada bagian 
akhir, beliau memberikan penafsiran yang lebih rinci mengenai ayat tersebut. 
b. Sumber  
Setiap mufasir menafsirkan kalam Allah dalam prakteknya tidak terlepas 
dari dua sumber yaitu ra’yi dan riwayat. Seiring dengan perkembangan zaman, 
cara mufasir menafsirkan pun berkembang, namun sumber penafsiran tidak 
berubah, hanya saja pada tafsir-tafsir kontemporer sumber logika yang 
mendominasi.  
 Salah satu tafsir kontenporer adalah tafsir al-Mara>gi,> maka sudah dapat 
dipastikan al-Mara>gi> dalam menangkap maksud al-Qur’an didominasi logika. 
Namun bukan berarti al-Maraghi meninggalkan riwayat, melainkan penyeleksian 
riwayat yang ketat. Riwayat yang dipakai dalam rujukan menafsirkan al-Qur’an 
adalah riwayat yang dianggap s}ahih.  
 al-Mara>gi> tidak memasukan penafsiran israiliyat sebagai sumber. 
Sekalipun ulama sebelumnya (mufasir) dalam hal israiliyat terbagi pada tiga 
golongan. Segolongan ulama memasukan penafsiran israiliyat dan menyebutkan 
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sanad-sanadnya. Golongan kedua memasukan penafsiran israiliyat dan tidak 
menyebutkan sanadnya. Ada pun golongan ketiga yaitu Muhammad Abduh dan 
Rashid Ridha memasukan penafsiran israiliyat namun mengomentarinya. Lain 
halnya dengan Ahmad Mus}t}afa al-Mara>gi>, membuangnya penafsiran israiliyat, 
menurutnya itu hanya menjauhkan dari tujuan al-Qur’an sebagai kitab hudan.14 
c. Corak  
Tafsi>r al-Mara>gi >ini dapat dikatakan kitab tafsir yang memiliki corak 
Adabi Ijtima’i, hal itu disebabkan dari uraian dalam kitab tafsirnya menggunakan 
bahasa yang indah dan menarik dengan berorientasi pada sastra, kehidupan 
budaya dan kemasyarakatan. 
Arti umum mengenai corak Adabi Ijtima’i, Corak tafsir ini berusaha 
memahami nash-nash al-Qur’an dengan cara, pertama dan utama, mengemukakan 
ungkapan-ungkapan al-Qur’an secara teliti, selanjutnya menjelaskan makna-
makna yang dimaksud oleh al-Qur’an tersebut dengan gaya bahasa yang indah 
dan menarik. Kemudian pada langkah berikutnya, penafsiran berusaha 
menghubungkan nash-nash al-Qur’an yang tengah dikaji dengan kenyataan sosial 
dan sistem budaya yang ada. Corak tafsir ini pun berupaya mengkompromikan 
antara al-Qur’an dan teori-teori pengetahuan yang valid.15 
  
                                                 
14Muhammad bin S}alih al-Utsmani, Pengantar Ilmu Tafsir (Jakarta: Dar al-sunah Press 
2004), h.118. 
15Rachmat Syafi’i,  Pengantar Ilmu Tafsir  (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 23. 
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BAB III 
TINJAUAN TENTANG POLITIK 
A. Pengertian Politik 
Dalam al-Qur’an terdapat esensi politik walau tidak ada sama sekali 
istilah politik, politik dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah Siya>sah. Dalam 
kamus al-Munawwir berakar dari kata Sa>sa-Yasu>su yang berarti melatih, 
mengatur, memimpin, memerintah, mengemudi dan mengurus.16   
Kata sa>sa juga sama dengan makna to goyern, to lead, jadi siyasah 
menurut bahasa dapat dimaknai pemerintahan, pembuat kebijaksanaan, 
pemimpin, politik. Artinya mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas 
sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.17 
Politik tidak lahir di masa Rasul saw., karena sejak pertama kali manusia 
saling berinteraksi dan mengangkat pemimpin di antara mereka, itu artinya 
politik sudah ada. Namun karakter politik yang terjadi di masa sebelum dan 
semasa Rasul saw. itu penuh dengan kelicikan dan kebusukan. Walau begitu, 
semua aktivitas tersebut tetaplah bernama politik, karena memang makna politik 
adalah pengelolaan urusan manusia; sedangkan baik atau buruknya pengelolaan, 
itu urusan lain. 
Pertanyaan kemudian yang muncul adalah apa perbedaan antara politik 
umum dengan politik Islam ? apa standarisasi yang menjadikan politik Islam itu 
spesial? 
Perbedaan utama antara politik umum (al-siya>sah al-‘a>mmah) dengan 
politik Islam (al-siya>sah al-syar’iyyah) itu ada pada standar syariah Islam. Sejak 
awal dakwahnya, Rasulullah saw. sangat intens mengajarkan prinsip-prinsip 
                                                 
16A.W. Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap, h. 677. 
17Suyuthi Pulungan, Fiqih Siyasah; Ajaran, Sejarah dan pemikiran (Jakarta: PT Raja 
Grapindo Persada, 1999), h. 23. 
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politik, khususnya setelah hijrah ke kota madinah. Rasulullah saw. membangun 
ulang konsep politik yang selama ini tersebar di umat-umat lain. Membangunnya 
dengan sentuhan Islam yang lebih manusiawi, bernilai, dan rasional. Penuh 
batasan dan arahan. Rasulullah saw. sangat ketat dalam melakukan standarisasi 
kejujuran yang berkaitan dengan keuangan setiap pemimpin; Rasul mengajarkan 
persaudaraan dan persatuan masyarakat suatu Negara; Rasul mengirimkan utusan 
yang merepresentasikan Islam ke negeri-negeri tetangga18; Rasul saw. melarang 
memerangi kaum kecuali jika mereka mulai mengintervensi dan memerangi; dan 
masih banyak lagi prinsip politik Islam yang terkandung di dalam literaur Islam.  
Pertanyaan selanjutnya adalah Apakah itu artinya politik Islam kaku dan 
tidak mampu menerima perkembangan karena hanya bersumber dari arahan 
Rasulullah yang sudah tertinggal 14 abad yang lalu? Bukankah tidak semua 
problem politik kontemporer terjadi di masa Rasul sehingga tidak ada 
arahannya? 
Jawaban yang paling tepat adalah perkataan Ibnu Aqil bahwa al-siya>sah 
al-syar’iyyah adalah,” segala aktivitas yang membuat manusia lebih dekat 
kepada kebaikan dan lebih jauh dari kerusakan, walaupun tidak dibuat Rasul dan 
tidak ada pula wahyu yang diturunkan untuknya.” Sebagaimana dinukil oleh Ibnu 
Qayyim dalam kitab al-T{uruq al-H{ukmiyyah.19, sedangkan yang dikemukakan 
Ah}mad Fat}i Bahansi: 
عرشلا قفو ىلع دابعلا حلاصم ريبدت وھ ةسايسلا 
Artinya:  
“ Pengurusan kemaslahatan manusia sesuai dengan syara’” 20 
                                                 
18Raghib al-Sirjani, Ma>z\a> Qaddama al-Muslimu>na li al-‘A<lam (Cet. I; Kairo: Muassasah 
Iqra, t.th.), h. 51. 
19Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, al-T{uruq al-H{ukmiyyah fi> al-Siya>sah al-Syar’iyyah (Cet. I; 
Kairo: Dar al-H{adis, 2002\), h. 17. 
20Ah}mad Fat}i Bahansi, al-Siya>sah al-Jina>yah fi as-Syariat al-Isla>miyah (t.t.: Dar al-
Arubah, t.th.), h. 61. 
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Menurut Abdul Wahab Khallaf siya>sah adalah undang-undang yang yang 
ditetapkan untuk memelihara ketertiban, kemaslahatan, serta mengatur 
keadaan.21  Jadi semua aktifitas politik yang memenuhi makna membuat manusia 
lebih dekat kepada kebaikan dan lebih jauh dari kerusakan pastilah sesuai dengan 
semangat syariat Islam. Peristilahan hal baru itu tidak selalu tersebut dalam 
peristilahan hal yang lama. Misalnya, peraturan Negara yang melarang 
pornografi. Ini adalah hal yang baru dalam syari’at Islam. Semangat hal baru ini 
jelas sesuai dengan syari’at Islam yang melarang umatnya mendekati zina, 
walaupun istilah-istilah seperti UU Pornografi tidak disebutkan dalam syari’at 
Islam di zaman Rasul yang sudah lama. Dari pengertian ini, siya>sah pada 
prinsipnya berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup 
bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing kepada kemaslahatan dan 
menghindar dari kemafsadatan. Maka, siya>sah adalah pemerintahan dan politik 
serta pembuat kebijaksanaan. 
Dilihat dari batasan-batasan mengenai siya>sah mengisyaratkan adanya 
dua hubungan  secara timbal balik, yaitu (1) pihak yang mengatur dan (2) pihak 
yang diatur.  
B. Prinsip-prinsip Politik dalam Islam 
1. Prinsip Syura 
Tidak ada definisi yang utuh tentang syura dalam sumber-sumber 
keislaman. Namun dengan implementasinya yang banyak di zaman Rasul dan 
pemahaman para ahli fiqh, dapat disimpulkan bahwa syura adalah pengambilan 
keputusan oleh orang-orang khusus dalam urusan apa pun yang berhubungan 
dengan umat.22  
                                                 
21Abdul Wahhab Khallaf, al-Siya>sah al-Syar’iyah (al-Qahirah: Dar al-Anshar, 1977), h.4-5. 
22Muh}ammad Salim al-Awwa, Fi> al-Nizam al-Siya>si li> Daulah al-Islamiyyah (Cet.III; 
Kairo: Dar al-Syuruq, 2008), h. 181. 
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Adapun untuk menemukan definisi syura, kita harus merujuk kepada 
Bahasa Arab. Syu>ra>  semakna dengan masyu>rah.23 Sebagian ulama menyatakan 
bahwa syura adalah mas}dar  dari kata sya>wara. al-Syaukani menyatakan : syu>ra> 
mas}daru sya>wartuhu, mit\lul busyra> waz\ z\ikra>24 (syu>ra> adalah mas}dar dari 
sya>wartuhu, (bentuknya) seperti busyra dan z\ikra). 
Sementara itu, sya>wara sendiri bermakna meminta pendapat dalam suatu 
perkara. al-Jauhari menyatakan: al masywarah: syuara>. Wakaz\alika al masyurah 
bid}ammisy syi>n. Taqu>lu minhu: sya>wartuhu fi> al-amri wastasyartuhu, bima’nan 
(masyawarah sama dengan syura, demikian juga dengan masyurah dengan syin di 
dhommah, anda berkata: syawartuhu fil amri dan istasyartuhu, memiliki arti 
yang sama, yaitu meminta pendapat).25 Badruddiin al-‘Aini menyatakan: 
sya>wartuhu: ‘arad}tu ‘alaihi amri> hatta> yadullani> ‘alas} s}awa>bi minhu26 (aku 
bermusyawarah dengannya: aku paparkan urusanku kepadanya sehingga dia 
menunjukkan kepadaku mana yang benar). 
Kesimpulannya, syura dapat diartikan sebagai: t}alabur-ra’yi minal 
mustasya>r  (meminta pendapat dari orang yang diajak musyawarah) alias akhz\ur 
ra’yi (pengambilan pendapat).27 Inilah pengertian bahasa dari syu>ra>, dan 
pengertian inilah yang digunakan oleh syariat. 
Jadi, menurut pendapat ini, di dalam syura ada dua pihak, yakni: pihak 
yang meminta pendapat, di satu sisi, dan pihak yang dimintai pendapat, di sisi 
                                                 
23Ibnu Manz\ur, Lisan al-‘Arab,  Juz VII (Beirut: Daru Ihya’it Turas\ al-Arabi>, t.th.), h. 
235. 
24Imam al-Syaukani, Fath} al-Qadi>r, Juz IV (Kairo: Darul Hadis\, 2007), h. 642. 
25al-Jauhari, Al-S}ihah, Juz II (Beirut: Darul Ilmi li> al-Malayin,1990), h. 305. 
26al-‘Aini, ‘Umdarul Qari Syarh s}ah}ih} al-Bukha>ri>, Juz XXIV (Beirut: Darul Kutub al 
Ilmiyah, 2001), h. 400. 
27Hizbut Tahrir, Muqaddimatud Dustur awil Asba>b al-Mu>jibatu lahu (Beirut: Darul 
Ummah, 2009), h. 302. 
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yang lain. Bisa dikatakan bahwa pihak pertama merupakan subjek, sedangkan 
pihak kedua adalah objek. Di dalam sebuah jama’ah, syura dilakukan oleh 
seorang pemimpin kepada orang-orang yang ada di dalam kepemimpinannya. 
Taqiyuddi>n al-Nabha>ni menyatakan: “syura, atau pengambilan pendapat, 
dilakukan oleh seorang khalifah, juga oleh setiap pemimpin dan pihak-pihak 
yang memegang kewenangan, apakah ia seorang kepala, panglima maupun 
seorang penanggung jawab.”28 
Oleh karenanya, seorang pemimpin atau seorang pemegang wewenang 
yang meminta pandangan dari  orang lain melalui mekanisme syura memiliki 
peran yang signifikan dalam menentukan keputusan. Sebab, walau bagaimana 
pun, dialah yang memiliki kewenangan dan bertanggungjawab terhadap 
pengambilan keputusan. Artinya, pengambil keputusan bukanlah forum syura itu 
sendiri secara kolektif, melainkan tetap ada di tangan pemimpin atau orang yang 
berwenang. 
Ibnu H{ajar mengutip apa yang diriwayatkan dari Imam al-Syafi’i, yang 
menyatakan: 
 هرضحتسي لاام ىلع هلديو هنع لفغي ام ىلع هھبني ريشملا نوكل ةروشملاب مكاحلا رمؤي امنا
هلوقي اميف ريشملا دلقيل لا ليلدلا نم 
Artinya: 
“Para penguasa diperintahkan untuk melakukan syura semata-mata agar 
orang yang diajak bermusyawarah mengingatkan penguasa akan perkara 
yang dilupakannya, dan (agar yang diajak musyawarah dapat) 
menunjukinya dalil yang tidak dia hadirkan, bukan agar penguasa 
bertaqlid kepada perkataan orang yang diajak musyawarah.”29 
                                                 
28Taqiyuddi>n al-Nabha>ni>, al-Syakhsiyyat al-Isla>miyyah, Juz I (Beirut: Dar al-Ummah, 
2003), h. 246.  
29Ibnu Hajar al-‘Asqala>ni>, Fath}u al-Ba>ri> Syarh S}a>h}i>h} al-Bukha>ri>, Juz XIII (Riya>d}: tp, 
2001), h. 351. 
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Pernyataan Imam al-Syafi’i ini hanya menegaskan bahwa pemimpin, 
dalam musyawarah yang dia lakukan, tetap merupakan pemegang wewenang 
untuk mengambil keputusan. Ya, dalam sebagian besar masalah, pemimpin 
memang tidak terikat dengan berbagai masukan yang diajukan kepadanya, 
bahkan juga tidak terikat dengan suara mayoritas dari orang yang dia ajak 
bermusyawarah, seperti dalam menentukan hukum syara’ atas suatu perkara. 
Namun, ini tidak berarti bahwa pemimpin tidak terikat dengan hasil musyawarah 
dalam segala jenis masalah yang dimusyawarahkan. Insya Allah, nanti akan kita 
hadirkan pembahasan yang menunjukkan bahwa ketika seorang pemimpin telah 
melakukan musyawarah dan pengambilan suara dalam hal “opsi mana -di antara 
beberapa pilihan alternatif yang sama-sama boleh- yang akan diambil dan akan 
dilaksanakan?”, maka dalam hal ini pemimpin tersebut wajib mengabulkan dan 
melaksanakan pilihan mayoritas orang yang dia libatkan dalam syura, seperti 
tatkalah Rasulullah saw. mengabulkan kehendak kebanyakan orang untuk keluar 
Madinah pada waktu Perang Uhud.30 
Dengan definisi di atas, syura tidak terbatas dalam urusan politik, tapi 
untuk seluruh aspek kehidupan kaum muslimin. Khusus di bidang politik, 
definisi syura adalah mengambil pendapat masyarakat dalam persoalan 
pemerintahan dan politik dalam bingkai syariat Allah sesuai target yang 
diinginkan. Dalam bidang politik, syura adalah wajib bagi pemerintah dan hak 
bagi warga negara. Syura adalah jalan paling ideal untuk mendapatkan pendapat 
dan pandangan yang paling tepat berkenaan dengan urusan publik. 
Makna syura berhubungan dengan pemerintahan yang ingin membuat 
kebijakan bagi urusan publik yang besar, sedangkan istisyarah adalah sekedar 
                                                 
30Taqiyuddi>n al-Nabha>ni>, al-Syakhsiyyat al-Isla>miyyah, Juz I, h. 251-252. 
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konsultasi; yaitu konsultasi dari seorang pengambil keputusan terhadap orang-
orang tertentu. Istisyarah tidak wajib dalam islam; tidak seperti syura.31 
Ada dua ayat utama tentang syura; yang pertama menunjukkan bahwa 
syura itu wajib, dan yang kedua menunjukkan tingginya derajat orang-orang 
yang melakukan syura di sisi Allah. Dalam konteks hubungan Negara dan 
rakyatnya, al-Qur’an menjadikan syura dan partisipasi dalam pengambilan 
keputusan sebagai kewajiban langsung dari Allah, bahkan jika Negara itu 
dipimpin oleh rasul sekalipun. Ini terdapat dalam firman Allah QS. Ali-Imran/3: 
159 : 
$ yϑ Î6sù 7π yϑômu‘ z⎯ÏiΒ «!$# |MΖ Ï9 öΝ ßγ s9 ( öθs9uρ |MΨä. $ ˆà sù xá‹ Î=xî É=ù=s) ø9$# (#θ‘ÒxΡ ]ω ô⎯ÏΒ y7 Ï9öθym ( 
ß# ôã$ sù öΝ åκ÷]tã öÏ øó tGó™ $#uρ öΝ çλ m; öΝ èδö‘ Íρ$ x©uρ ’Îû ÍöΔF{$# ( #sŒÎ* sù |M øΒz• tã ö≅©. uθtG sù ’n? tã «!$# 4 ¨β Î) ©!$# 
=Ït ä† t⎦,Î# Ïj.uθtGßϑ ø9$# ∩⊇∈®∪     
Terjemahan: 
Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut 
terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu 
ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 
bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila 
kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. 
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-
Nya. 
Perintah bermusyawarah pada ayat di atas turun setelah peristiwa 
menyedihkan pada perang Uhud, ketika itu menjelang pertempuran, Nabi 
mengumpulkan sahabat- sahabatnya untuk memusyawarahkan bagaimana sikap 
menghadapi musuh yang sedang dalam perjalanan dari makkah ke madinah. Nabi 
cenderung untuk bertahan dikota Madinah, dan tidak keluar menghadapi musuh 
yang datang dari makkah. Sahabat- sahabat beliau terutama kaum muda yang 
penuh semangat mendesak agar kaum muslim dibawah pimpinan Nabi Saw.  atau 
                                                 
31Muh}ammad Salim al-Awwa, Fi> al-Nizam al-Siya>si li Daulah al-Isla>miyyah, h. 181. 
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keluar menghadapi musuh. Pendapat mereka itu mendapat dukungan mayoritas, 
sehingga Nabi menyetujuinya. Tetapi, peperangan berakhir dengan gugurnya 
para sahabat yang jumlahnya tidak kurang dari tujuh puluh orang. 
Konteks turunnya ayat ini, serta kondisi psikologis yang dialami Nabi dan 
sahabat beliau amat perlu digaris bawahi untuk melihat bagaimana pandangan al- 
Qur’an tentang musyawarah. Ayat ini seakan-akan berpesan kepada Nabi, bahwa 
musyawarah harus tetap dipertahankan dan dilanjutkan. Walaupun terbukti  
pendapat yang mereka putuskan keliru. Kesalahan mayoritas lebih dapat 
ditoleransi dan menjadi tanggung jawab bersama, dibandingkan dengan 
kesalahan seseorang meskipun diakui kejituan pendapatnya sekalipun.32 
Tekad adalah hasil syura, atau tahapan kedua setelah syura. Demikian itu 
karena keputusan syuralah yang memberi kemantapan hati atau lazim disebut 
tekad. Setelah syura dilakukan, muncullah tekad di hati Rasulullah dan seluruh 
sahabat. Ayat tersebut sangat menunjukkan bahwa syura wajib kaum muslimin. 
Jika rasul yang pendapat-pendapatnya dibimbing wahyu saja membutuhkan 
syura, bagaimana halnya dengan yang menjadi pempinpin setelahnya ?  
Ayat kedua adalah firman Allah swt. QS. Al-Syura/42: 38 : 
y t⎦⎪ Ï% ©! $#uρ (#θç/$ yftGó™$# öΝ Íκ Íh5tÏ9 (#θãΒ$ s% r& uρ nο 4θn= ¢Á9$# öΝ èδãøΒ r&uρ 3“ u‘θä© öΝ æηuΖ ÷t/ $ £ϑ ÏΒ uρ öΝ ßγ≈uΖ ø% y—u‘ 
tβθà) ÏΖãƒ ∩⊂∇∪     
 Terjemahan: 
dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan 
mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan 
musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki 
yang Kami berikan kepada mereka. 
                                                 
32M. Quraish Shihab, Wawasan Al- Qur’an: Tafsir maudhu’i atas Berbagai Persoalan 
Umat  (Bandung: Mizan,1996), h. 467. 
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 Ayat tersebut menggambarkan kedudukan yang tinggi bagi seorang 
muslim yang melakukan syura. Juga menunjukkan bahwa syura adalah salah satu 
karakteristik Islam. 
 Sebagian orang mempertanyakan urgensi syura. Tapi yang paling tepat 
menurut para fuqaha adalah bahwa syura itu merupakan kewajiban para 
pemimpin bagi rakyatnya berkaitan dengan urusan-urusan publik. Oleh karena 
itu, jika pemimpin tidak melaksanakannya, masyarakat berhak 
menyampaikannya walaupun tidak diminta, karena terkadang masyarakat juga 
punya gagasan.33 
Pada prinsipnya, domain syura adalah seluruh urusan kaum muslimin, 
karena dalam al-Qur’an disebutkan bahwa perintah syura itu dalam al-amr 
(urusan itu) yang berarti mencakup ekonomi, militer, politik, sosial, dan budaya. 
Terdapat dua batasan untuk hal-hal yang termasuk dalam domain syura, yaitu 
pertama, syura tidak dilakukan dalam urusan-urusan detail yang sudah dijelaskan 
secara gamblang dalam al-Qur’an dan Sunah. Misalnya, seorang kepala Negara 
tidak boleh bermusyawarah dalam menentukan jumlah rakaat shalat wajib atau 
syura tentang haram dan tidaknya riba. Semua hal tersebut tidak termasuk 
domain syura. Kedua, batasannya adalah syariat. Hasil keputusan syura tidak 
boleh bertentangan dengan teks-teks syariat yang jelas dan tidak diperdebatkan. 
Artinya, setiap kebijakan syura yang bertentangan dengan syariat dianggap batal. 
Dalam Tafsir al-Manar, syekh Muhammad Abduh mengatakan:  
Yang dimaksud dengan ‘urusan’ adalah urusan keduniaan umat yang 
dikelola pemerintah seperti biasa, bukan sama sekali urusan agama, yang 
sumbernya langsung dari wahyu tanpa campur tangan argument manusia. 
Sebab, jika persoalan-persoalan akidah, ibadah, dan soal haram-halal 
ditentukan dengan musyawarah maka artinya agama ini dibuat oleh 
                                                 
33Abdul  Qadir Audah, al-Isla>mu wa Aud}a’una al-Siya>siyyah  (Cet. II; Beirut: t.p., 1967), 
h. 120-121. 
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manusia. Padahal, ia adalah karya ilahi yang tidak ada intervensi manusia, 
baik di zaman nabi maupun setelahnya.34 
 Jika syura sudah dihasilkan, apakah ia mengikat dan harus ditaati atau 
tidak? Para ulama berbeda pendapat antara yang mengatakan bahwa syura wajib 
ditaati atau sekedar informasi yang tidak menuntut konsekuensi untuk ditaati. 
Setelah melalui dialektika panjan berbagai ulama internasional, kesimpulan 
mereka mengerucut pada pandangan bahwa hasil syura itu wajib. Bukti paling 
kuat adalah sikap Rasulullah saw. dalam syura Perang Uhud, di mana beliau 
keluar dari kota Madinah sebagai realisasi hasil syura. Sikap ini menjadi kaidah 
bahwa komitmen dengan pandangan mayoritas itu penting walaupun itu 
bertentangan dengan pendapat pribadi sang pemimpin atau anggota syura yang 
lain.35  
 Lebih jauh, Muhammad Abduh mengatakan bahwa pada kenyataannya, 
hasil syura itu tidak ada nilainya sama sekali jika tidak mengikuti suara 
mayoritas, sehingga kewajiban syura bagi umat Islam juga berarti kewajiban 
menaati suara mayoritas tersebut. Bahkan, anggota syura minoritas yang 
pendapatnya tidak diambil, merekalah yang seharusnya paling bersegera 
melaksanakan hasil syura dengan ikhlas; karena ia adalah hasil kesepakatan yang 
wajib ditaati. Bukan malah sebaliknya, mendiskusikan tema-tema lain untuk 
direalisir. Itulah Sunah Rasulullah saw yang wajib diikuti setiap muslim.36 
Dr. Said Hawwa menukil dari berbagai sumber tentang hikmah 
disyariatkannya syura, yaitu sebagai berikut37. 
                                                 
34Muhammad Salim al-Awwa, Fi> al-Nizam al-Siya>si li Daulah al-Islamiyyah, h. 188. 
35Muhammad Salim al-Awwa, Fi> al-Nizam al-Siya>si li Daulah al-Islamiyyah, h. 201. 
36Abdul  Qadir Audah, al-Islamu wa Aud}a’una al-Siya>siyyah, h. 162-163. 
37Sa’id Hawwa, Fushul al-Imarah wa al-Amir (Cet. II; Kairo: Dar al-Salam, 1994), h. 
123-124. 
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1. Masyarakat sadar atas problematik yang dihadapinya. Dengan syura, 
standarisasi sebuah masyarakat meningkat dan persoalan politik menjadi 
pengetahuan lumrah di kalangan mereka. 
2. Masyarakat merasa tenang jika yang menjadi peserta syura adalah orang-
orang berkompeten. Jika tidak, mereka akan bingung dan kehilangan 
kepercayaan publik. 
3. Masyarakat selamat dari penyesalan karena gagasan-gagasan dictator yang 
potensial salah. 
4. Lebih dekat kepada kebenaran. Dalam sebuah hikmah dikatakan bahwa siapa 
yang bermusyawarah tidak akan berpaling dari kebenaran. 
5. Akal semakin berkembang dan bijak. at-Tharthusi mengatakan, “orang yang 
bermusyawarah jika gagasannya lebih baik dibanding gagasan penasihat 
maka berkobarlah idenya sebagaimana berkobarnya api karena kayu bakar.” 
6. Masyarakat akan gegap gembita mendukung jika hasil syuranya benar, tapi 
jika salah pun mereka akan menerima dengan lapang dada, karena sudah 
menjadi konsekuensi mereka yang telah ikut ambil bagian. 
7. Memperkaya kemampuan manajemen, seperti perkataan ahli hikmah, 
“kebutuhan seseorang yang cendekia dan bijak adalah memperkaya gagasan-
gagasan dari para cendekia lain. Jika ia melakukannya maka ia akan tenang, 
selamat dari ketegelinciran, dan alternative yang ia buat pun akan berhasil.” 
8. Terbebas dari nafsu yang disembunyikan atas nama kebenaran. 
9. Membangun pandanan-pandangan kepemimpinan di atas dasar-dasar yang 
kokoh, sehingga dikatakan. “aksi-aksi seorang pemimpin yang tanpa 
pandangan kokoh bagai seorang ahli ibadah tanpa niat.” 
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10. Menimbulkan barakah dan rahmat. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, 
Musyawarah dan debat adalah dua pintu rahmat, dua kunci barakah. Dengan 
keduanya, sebuah ide tak akan sesat dan kebijaksanaan tak akan hilang.” 
11. Petunjuk amal agar mendapatkan hidayah dan bobot kualitas. Ali berkata, 
“Musyawarah adalah mata hidayah, bahayalah bai yang merasa tidak 
membutuhkannya.” 
12. Emosi akan lebih terkendali dalam proses musyawarah. 
Walau begitu, syariat tidak menentukan teknis apa pun dalam 
menerapkan syura, karena hal itu diserahkan kepada inisiatif kaum muslimin 
sesuai dengan kebutuhan zaman dan perkembangan gaya hidup setiap 
masyarakat. Akan tetapi, prinsipnya sudah ditetapkan, dan caranya jelas, yaitu 
dengan mengikutsertakan kaum muslimin dalam mengelola urusan mereka 
sendiri sehingga tidak ada celah untuk membenci kebijakan tertentu, karena 
mereka terlibat sendiri di dalamnya38. 
Sikap Islam dan syariatnya yang tidak menetukan tema-tema syura secara 
jelas dan hanya menetapkan aturan umum syura serta membiarkan detail-
detailnya, itu adalah bukti toleransi Islam; agar kaum muslimintetap dapat 
menerapkan prinsip syura kapan dan di mana pun; sesuai dengan sistem mereka 
inginkan. 
2. Prinsip Keadilan 
Keadilan atau al-‘adalah adalah sesuatu yang lurus, pertengahan antara 
dua sikap ekstrem, yaitu berlebihan dan meremehkan39. Keadilan dalam politik 
                                                 
38Sayyid Qut}b, al-Sala>m al-‘A<lami wa al-Isla>m (Cet. XIV; Kairo: Dar al-Syuruq, 2006), 
h. 113.  
39al-Syarif Ali bin Muh}ammad al-Jujani, al-Ta’ri>fa>t (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-
Ilmiyyah, 1938), h. 147. 
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Islam adalah konsistensi seluruh pelaku politik dengan standar akidah tauhid 
dalam menghadapi seluruh konstalasi politik. 
 Terkadang, prinsip keadilan menjadi kabur dan bias karena setiap kaum 
mengajak kepada konsep dan standar keadilan yang mereka buat sendiri. 
Aristoteles, misalnya, ia punya konsep sendiri, di mana menurutnya, “Keadilan 
adalah ekspresi akal yang diberikan Tuhan untuk hamba yang dicintai-Nya. 
Dengan keadilan makmurlah bumi, berdirilah kerajaan, terkesanlahpara hamba, 
jinaklah orang-orang buas, mendekatlah orang-orang yang menjauh, selamatlah 
jiwa dari setiap penyakit40.” Jadi, standar keadilan baginya adalah akal. 
Lafaz al-‘adl adalah sebuah konsep yang mengandung beberapa makna, di 
antaranya, oleh al-Baidhawi yang dikutip oleh Abdul Muin Salim menyatakan 
bahwa al-‘adl bermakna al-inshaf wa al-sawiyyat artinya: berada di pertengahan 
dan mempersamakan,41 dan dinyatakan bahwa pendapat seperti ini dikemukakan 
pula oleh al-Raghib, Rasyid Rid}a kemudian Sayyid Qut}b menyatakan bahwa 
dasar persamaan itu adalah sifat kemanusiaan yang dimiliki setiap orang.42 
` Kemudian secara bahasa al-‘adl bermakna al-istiwa (keadaan lurus) juga 
bermakna: jujur, adil, seimbang, sama, sesuai, sederhana, dan moderat, bahkan 
kata ‘adl juga bermakna al-i’wjaj (keadaan menyimpang) atau kembali, dan 
berpaling.43 Selanjutnya terdapat lafaz lain yang semakna atau sinonim dengan 
kata al-‘adl yakni: al-qist} dan al-miz\an. 
al-Qist} mempunyai banyak arti, yakni: berlaku adil, pembagian, memisah-
misahkan, membuat jarak yang sama antara satu dengan yang lain, hemat, 
                                                 
40Abi al-Qasim bin Rid}wan al-Maliqi, al-Syuhub al-La>mi’ah fi> al-Siya>sah al-Na>fi’ah 
(Cet. I; Kairo: Dar al-Salam, 2007), h. 84. 
41Abdul Muin Salim, Fiqh Siyasah Konsep Kekuasaan Politik Dalam al-Quran, (Jakarta: 
Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1994), h. 213. 
42Abdul Muin Salim, Fiqh Siyasah Konsep Kekuasaan Politik Dalam al-Quran, h. 213. 
43A.W. Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap, h. 971-972 
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neraca, angsuran, muqsit} artinya orang yang adil.44 Lafaz al-qist} dalam Alquran 
disebutkan 25 kali45 dengan berbagai bentuk dan perubahannya yang diartikan 
dengan “yang adil”. Keadilan yang tercakup pada lafaz ini meliputi pemenuhan 
kebutuhan dan hak-hak perorangan atau pembagian, sehingga penggunaan lafaz 
al-qist{ pada ayat 3 surah al-Nisa adalah pemenuhan kebutuhan hak pemeliharaan 
anak perempuan yatim oleh walinya.46 
Sedangkan lafaz al-Miz\an dalam al-Qur’an disebutkan 23 kali dengan 
berbagai bentuknya. Lafaz waz\nun yang berarti timbangan atau menimbang, juga 
bermakna  seimbang, sama berat, sama jumlah, juga bermakna keseimbangan, 
juga berarti adil atau keadilan.47 Dengan demikian Lafaz ini bermakna alat yang 
digunakan untuk mengukur atau norma yang digunakan untuk menetapkan 
keadilan. 
Selain dari ungkapan-ungkapan yang secara eksplisit menyebut kata 
keadilan, sebenarnya pada ayat-ayat dan surat-surat yang paling awal, gagasan 
dan pikiran tentang keadilan telah datang secara bersamaan. Kenyataan ini 
sangat beralasan, karena kondisi riil dan objektif yang dihadapi oleh  Nabi 
Muhammad saw. setelah beliau memperkenalkan ajaran tauhid (monoteisme) 
adalah implikasinya tentang keadilan.  
            Keadilan memang mempunyai hubungan yang sangat signifikan dengan 
ajaran tauhid. Derivasi ajaran tauhid yang memberi penekanan kepada 
“pemerdekaan diri” (tahrir al-nafs) secara individu, dan sekaligus membawa 
                                                 
44A.W. Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap, h. 1201-1202. 
45Muh}ammad Fuad Abd al-Baqi>, al-Mu’jam al-Mufahras li> Alfaz\ al-Qur’a>n al-Kari>m, 
(Beirut: Dar al-Fikr, 1981), h. 691-692. 
46Muh}ammad H{usain al-T{abat}aba’i, al-Mizan fi> Tafsi>r al-Qur’a>n, Juz XII (Beirut: 
Muassasah al-A’la li> al-Mat}bu’, t.th.), h. 332. 
47Muh}ammad Fuad Abd al-Baqi>, al-Mu’jam al-Mufahras li> Alfaz\ al-Qur’a>n al-Kari>m, h. 
918. 
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pesan “persamaan” (al-musawah) dalam kehidupan sosial, jelas menurut 
tegaknya keadilan dalam seluruh aspek kehidupan. Oleh karena itu, segala bentuk 
tindakan yang tidak berkeadilan dan kepemilikan kekayaan yang berlebih-lebihan 
oleh sementara penduduk Mekkah seperti yang dikritik dalam sejumlah ayat-ayat 
Makkiyah48 jelas bertentangan dengan konsep tauhid dan pesan keadilan yang 
diajarkan oleh al-Qur’an. 
            Apabila dicermati simpul-simpul keadilan yang berakar kata لدعلا terdapat 
dapam al-Qur’an sebanyak 28 kali.49 Satu di antaranya terdapat dalam firman 
Allah QS. An-Nahl/16: 90 : 
 ¨β Î) ©!$# ããΒù'tƒ ÉΑô‰yèø9$ Î/ Ç⎯≈|¡ ômM} $#uρ Ç› !$tGƒÎ)uρ “ ÏŒ 4†n1öà) ø9$# 4‘ sS÷Ζtƒuρ Ç⎯ tã Ï™!$ t± ósx ø9$# 
Ìx6Ψßϑ ø9$#uρ Ä©øö t7 ø9$#uρ 4 öΝ ä3 Ýà Ïètƒ öΝ à6¯= yè s9 šχρã©. x‹ s? ∩®⊃∪     
Terjemahan: 
 “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 
perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran 
kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” 
            Kata لدعلاdari segi bahasa mengandung beragam arti, karena ia sebuah 
kosa kata yang mengandung makna yang sangat luas. Dari sekian makna itu, 
menurut Muh}ammad Husain al-T{abat}aba’i dapat disimpulkan ke dalam subtansi: 
50 طيرفتلاو طارفلاا يبناج نع بانتجلااو طسولا موزل 
Artinya: 
“senantiasa (mengambil posisi) moderat dan menghindari dua posisi 
ekstrem, ifrat} (lebih) dan tafrit} (kurang).” 
                                                 
48Lihat antara lain, QS. al-Takas\ur/102: 1-8, al-Humazah/104:1-9, al-Lahab/111: 1-5. 
Perjuangan hidup orang Mekkah yang tertuju hanya pada penumpukan kekayaan tanpa 
kepedulian kepada orang lain dikatakan oleh al-Qur’an sebagai “batas pengetahuan mereka”, 
karena mereka hanya mengetahui kehidupan yang Nampak di dunia ini saja. (QS. al-Najm/53: 29-
30, sementara mereka tidak memedulikan tujuan-tujuan hidup yang mulia (Qs. Rum/30:7). 
49Muh}ammad Fuad Abd al-Baqi>, al-Mu’jam al-Mufahras li> Alfaz\ al-Qur’a>n al-Kari>m, h. 
448-449. 
50Muh}ammad H{usain al-T{abat}aba’i, al-Mizan fi> Tafsi>r al-Qur’a>n, Juz XII, h. 331. 
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            Al-Ragib al-Isfahani, yang secara khusus mencurahkan perhatianya dalam 
telaahan makna kosa kata dan stukturnya dalam kaliamat yang terdapat dalam al-
Qur’an pada sub لدعلاmembagi makna keadilan kepada dua macam. Pertama, 
keadilan mutlak (absolut)  yang pertimbanganya didasarkan kepada akal budi, 
dan ia bersifat universal, kerena tidak mengalami perubahan dan berlaku 
sepanjang zaman. Kedua, keadilan yang ditetapkan melalui ketentuan syara’ dan 
dapat mengalami perubahan dan pembatalan sejalan dengan perubahan 
kepentingan dan tuntunan zaman.51 Makna yang dikandung oleh bahagian 
pertama sejalan dengan pengertian yang diberikan oleh Ibn Mukarram al-Ans}ari 
yang menekankan makna keadilan kepada kesan (kesimpulan) yang tertanam 
dalam jiwa bahwa sesuatu itu wajar atau lurus (mustaqi>m).52 
            Makna keadilan dalam wacana pemikiran memang sudah sangat lama 
diperbincangkan oleh sebagian kalangan, baik di Timur maupun di Barat. Ahmad 
Muhmud Subhi dalam bukunya al-Falsafah al-Akhlaqiyah fi> al-Fikr al-Isla>mi> 
mencatat sejumlah filosof klasik yang telah memberikan kontribusi pemikiran 
tentang hakikat dan konsep keadilan. Plato yang dianggap sebagai tokoh filasafat 
dalam zaman keemasan filasafat Yunani mendifinisikan keadilan sebagai sebuah 
keutamaan yang paling tinggi dilihat dari kondisi yang wajar yang meniscayakan 
terhimpunya makna-makna kebijaksanaan (ةمكحلا), keberanian (  ةعاجشلا ), dan 
keterpeliharaan (ةفعلا).53  
            Dengan memperhatikan berbagai pandangan diatas, agaknya dapat ditarik 
kesimpulan bahwa keadilan ternyata telah menjadi bahan telaahan manusia 
                                                 
51al-Ragib al-Isfahani, Mu’jam Mufradat al-faz\ al-Qur’a>n (Kairo: Dar al-Kitab al-Arabi>, 
t.th.), h. 337. 
52Ibn Mukarram al-Ansari>, Lisan al-‘Arab, Juz XIII (Mesir: Dar al-Mis}riyyah li> al-
Ta’lifwa al-Tarjamah, t.th.), h. 456. 
53Ahmad Mahmud Subh}i, al-Falsafah al-Akhlaq fi> al-Fikr al-Islami> (Mesir: Dar Ma’rifat, 
t.th.), h. 48. 
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sepanjang sejarah. Keadilan sebagai nilai keutamaan universal nampaknya 
merupakan milik manusia secara keseluruhan. Kalau al-Qur’an berbicara tentang 
keadilan, sudah barang tentu di samping melanjutkan kecenderungan yang ada 
dan melekat pada diri manusia, sekaligus juga menjawab berbagai persoalan yang 
tidak terpecahkan, dengan membawa pesan-pesan dan nilai-nilai 
kesempurnaanya. Di sinilah pentingnya keadilan diteliti dalam wawasan dan 
perspektif Al Qur’an. 
Dalam al-Qur’an QS. An-Nisa/4: 58 : 
¨β Î) ©!$# öΝ ä. ããΒ ù'tƒ β r& (#ρ–Šxσ è? ÏM≈uΖ≈tΒF{$# #’n< Î) $yγ Î=÷δr& #sŒÎ)uρ Ο çFôϑ s3ym t⎦÷⎫ t/ Ä¨$¨Ζ9$# β r& (#θßϑ ä3 øtrB 
ÉΑô‰ yèø9$ Î/ 4 ¨βÎ) ©!$# $ −Κ ÏèÏΡ /ä3 Ýà Ïètƒ ÿ⎯ Ïμ Î/ 3 ¨β Î) ©!$# tβ%x. $Jè‹Ïÿ xœ #Z ÅÁt/ ∩∈∇∪     
 
Terjemahan :  
Sesungguhnya Allah telah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 
yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu apabila menetapkan 
hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-sebaiknya 
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha 
Melihat. 
Sayyid Qut}b menafsirkan ayat di atas bahwa keadilan itu bersifat mutlak 
yang berarti meliputi keadilan yang menyeluruh diantara semua manusia, bukan 
keadilan diantara sesama kaum muslimin dan terhadap ahli kitab saja. Keadilan 
merupakan hak setiap manusia mukmin ataupun kafir, teman ataupun lawan, 
orang berkulit putih ataupun berkulit hitam orang arab ataupun orang ajam (non 
arab).54 Dalam menafsirkan ayat di atas, nampak sekali pembelaan Sayyid Qut}b 
terhadap Islam, hal ini bisa dilihat ketika dia mengatakan bahwa memutuskan 
hukum dengan adil itu sama sekali belum pernah dikenal oleh manusia kecuali 
hanya di masa kepemimpinan Islam saja. 
                                                 
54Sayyid Qut}b, Fi> Z|ilal al-Qur’an, Jilid II (Cet. XVII; Kairo: Dar al-Syuruq, 1992), h. 
690. 
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al-Qur’`an memberikan tuntunan agar ketika menegakkan keadilan tidak 
menggunakan hawa nafsu. Ada beberapa ayat yang menegaskan agar tidak 
cenderung kepada hawa nafsu, kebencian atau penghormatan ketika memutuskan 
perkara. Salah satu ayat tersebut adalah Firman Allah swt. QS. al-Nisa/4: 135 : 
$ pκ š‰r'¯≈tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ#u™ (#θçΡθä. t⎦⎫ÏΒ≡§θs% ÅÝó¡É) ø9$ Î/ u™!# y‰pκ à− ¬! öθs9uρ #’n? tã öΝ ä3 Å¡ àΡ r& Íρ r& È⎦ø⎪ y‰Ï9≡uθø9$# 
t⎦⎫ Î/tø% F{$#uρ 4 β Î) ï∅ä3 tƒ $†‹ ÏΨxî ÷ρ r& # ZÉ) sù ª!$ sù 4’n< ÷ρ r& $ yϑÍκ Í5 ( Ÿξsù (#θãèÎ7 −F s? #“ uθoλ ù; $# β r& (#θä9Ï‰÷ès? 4 
β Î)uρ (# ÿ… âθù=s? ÷ρ r& (#θàÊÌ÷èè? ¨β Î* sù ©!$# tβ%x. $ yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷ès? #ZÎ6yz ∩⊇⊂∈∪     
Terjemahan : 
Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar 
penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu 
sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, 
maka Allah lebih tahu kemashlahatannya. Maka janganlah kamu 
mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika 
kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi maka 
sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu 
kerjakan. 
Menurut Sayyid Qut}b ayat di atas merupakan amanat untuk menegakkan 
keadilan yang sebenarnya pada semua tempat dan keadaan dan semua manusia 
baik mukmin ataupun kafir, teman atau musuh, kaya ataupun miskin menurut 
pandangan Allah memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keadilan. Dan 
menegakkan keadilan itu tidak karena kebaikan seseorang, golongan atau 
kelompok dan berusaha untuk melepaskan dari semua kecenderungan, hawa 
nafsu, kemashlahatan dan penghormatan tetapi semata-mata karena Allah.55 
 Menegakkan keadilan itu semata-mata karena ketaqwaan kepada Allah. 
Hal ini dijelaskan Allah dalam Q.S. al-Maidah/5: 8 : 
  $ pκ š‰r'¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΨtΒ#u™ (#θçΡθä. š⎥⎫ÏΒ≡§θs% ¬! u™!#y‰pκ à− ÅÝó¡ É) ø9$ Î/ ( Ÿωuρ öΝ à6¨Ζ tΒÌôf tƒ 
ãβ$ t↔ oΨx© BΘöθs% #’n? tã ωr& (#θä9Ï‰÷ès? 4 (#θä9Ï‰ ôã$# uθèδ Ü> tø% r& 3“ uθø) −G= Ï9 ( (#θà) ¨?$# uρ ©!$# 4 χ Î) ©!$# 7 Î6yz 
$ yϑ Î/ šχθè= yϑ÷ès? ∩∇∪     
 
 
                                                 
55Sayyid Qut}b, Fi> Z|ilal al-Qur’an, Jilid II, h. 776. 
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Terjemahan :  
Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang 
selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah menjadi saksi dengan adil. 
Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong 
kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat 
kepada taqw. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
Sayyid Qut}b memberikan penafsiran pada ayat ini bahwa berbuat adil itu 
harus yang mutlak tidak karena cenderung kasih sayang atau kebencian pada 
seseorang juga tidak karena kerabat, kemashlahatan atau hawa nafsu.56 Keadilan 
itu muncul hanya karena ketaqwaan kepada Allah swt.57 
Para Rasul membawa risah keadilan untuk manusia. Sebagaimana firman 
Allah swt. dalam QS. al-Hadid/57: 25 :  
ô‰s) s9 $ uΖù= y™ö‘ r& $ oΨ n=ß™ â‘ ÏM≈uΖ Éit7 ø9$ Î/ $ uΖ ø9t“Ρ r& uρ ÞΟ ßγ yètΒ |=≈ tGÅ3 ø9$# šχ#u”Ïϑ ø9$#uρ tΠθà) u‹Ï9 
â¨$ ¨Ψ9$# ÅÝó¡ É) ø9$ Î/ ( $ uΖ ø9t“Ρ r&uρ y‰ƒÏ‰pt ø:$# ÏμŠ Ïù Ó¨ ù't/ Ó‰ƒÏ‰x© ßì Ï≈oΨtΒ uρ Ä¨$¨Ζ= Ï9 zΝ n= ÷èu‹ Ï9uρ ª!$# ⎯ tΒ 
… çν ç ÝÇΖtƒ … ã& s# ß™â‘ uρ Í=ø‹tóø9$ Î/ 4 ¨β Î) ©!$# ;“ Èθs% Ö“ƒÌ“ tã ∩⊄∈∪     
Terjemahan: 
Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa 
bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab 
dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan 
Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan 
berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) 
dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan 
rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah 
Maha kuat lagi Maha Perkasa. 
Setiap Rasul itu datang untuk menetapkan keadilan di muka bumi untuk 
memperbaiki perbuatan-perbuatan dan rasa aman dari hawa nafsu. Maka miz\an 
(keadilan) itu menjadi pegangan yang tetap bagi manusia, karena mereka 
menemukan di dalamnya sesuatu yang haq (kebenaran).58 
                                                 
56Abu Abdullah Muh}ammad Ibn Ismail al-Bukha>ri>, S}a>h}i>h} al-Bukha>ri>, Juz IV (Bandung: 
Maktabah Dahlan, t.th.), h. 2856.  
57Abu Abdullah Muh}ammad Ibn Ismail al-Bukha>ri>, S}a>h}i>h} al-Bukha>ri>, Juz IV, h. 852. 
58Sayyid Qut}b, Fi> Z|ilal al-Qur’an, Jilid VI, h. 3494. 
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Dari beberapa penafsiran Sayyid Qut}b di atas dapat diambil kesimpulan 
sementara bahwa keadilan itu halus sebagaimana timbangan yang lurus, 
keseimbangan hak-hak manusia dan kebebasan. Dalam hal ini Sayyid Qut{b 
mengidentifikasikan kepada Islam sebagai ajaran, karena dalam setiap 
pembahasannya tentang keadilan selalu merujuk pada al-Qur`an dan tidak bebas 
nilai. Sebagaimana yang dia katakan bahwa Islam datang dengan keadilan yang 
menanggung setiap pribadi dan kelompok yang merupakan undang-undang 
mutlak untuk dilaksanakan, tidak cenderung kepada hawa nafsu, tidak 
mengutamakan cinta kasih dan kebencian, tidak pula membedakan kaya, miskin, 
kuat dan lemah dalam menegakkannya. 
Jadi apa yang dimaksud Sayyid Qut}b tentang keadilan merupakan suatu 
yang agung, keadilan yang tidak dipengaruhi oleh ruang dan waktu, nafsu dan 
kecenderungan-kecenderungan lain. Keadilan yang menuntut perlakuan sama 
terhadap semua manusia tanpa terkecuali. 
Adapun tujuan penegakkan keadilan menurut Sayyid Qut}b adalah untuk 
memberi rasa aman dari kekacauan hawa nafsu dan berbenturannya kemaslahatan 
dan kemudaratan. Yang paling penting adalah bertujuan untuk menuju 
ketaqwaan dan keridhaan Allah swt. sedangkan yang berhak untuk mendapatkan 
keadilan menurut penafsiran Sayyid Qut}b adalah semua manusia berdasarkan 
manhaj rabbani baik yang mukmin maupun non mukmin, teman atau lawan kaya 
atau miskin, arab atau ajam. Yang perlu diperhatikan lanjut Sayyid adalah 
menegakkan keadilan itu berdasarkan syari`at Allah, karena jika menegakkan 
keadilan itu tidak berdasarkan syari`at Allah, maka hal itu tidak berlangsung lama 
dalam kehidupan manusia dan hal itu merupakan kekacauan yang dihembuskan 
oleh orang-orang jahiliyah dan berdasarkan hawa nafsu.59 
                                                 
59Sayyid Qut}b, Fi> Z|ilal al-Qur’an, Jilid VI, h. 3495. 
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3. Prinsip Kebebasan 
Kebebasan adalah salah satu prinsip terpenting dalam Islam. Kebebasan 
politik artinya menghormati pendapat personal seseorang dalam sebuah 
pemerintahan, sehingga ia tidak dipersulit oleh sang pemimpin karena 
pendapatnya itu. 
Pemerintah tidak akan sehat jika berdiri di atas prinsip diktatorisme. 
Kebebasanlah yang membuat penguasa sadar diri untuk tidak memerintah sesuka 
hati, karena masyarakatnya memantaunya. Bahkan jika perlu, mereka langsung 
mengajukan keberatan dan memprotesnya. Alur pengawasan politik akan macet 
terkunci jika kran-kran kebebasan masyarakat ditutup. 
Masyarakat yang bebas adalah mereka yang bisa berpikir dan beraktifitas 
sesuai dengan yang mereka inginkan, selama semua itu dalam bingkai keridhaan 
Allah. Kebebasan adalah hak dasar manusia secara naluriah. Ia adalah harta yang 
paling mahal dan berharga, karena ia adalah simbol kemuliaan dan keagungan 
masyarakat. 
Jangankan kebebasan berpolitik. Dalam Islam, orang-orang nonmuslim 
pun diberi kebebasan yang sangat luas untuk memilih keyakinannya, seperti yang 
pernah dilakukan di zaman Umar bin Khattab, di mana ia mengancam Amr bin 
Ash yang bersikap zalim terhadap seorang non muslim Koptik di Mesir seraya 
berkata,”Sejak kapan kamu memperbudak  manusia, padahal mereka dilahirkan 
ibunya sebagai manusia bebas?”60 
Dalam soal akidah, Islam sangat menekankan prinsip kebebasan. Dalam 
Q.S. al-Baqarah/2: 256 : 
                                                 
60Ah}mad Ah}mad Gaulusi>, al-Niz}a>m al-Siya>si fi> al-Isla>m (Cet. II; t.t.: Muassasah al-
Risalah, 2004), h. 66. 
40 
 
Iω oν#t ø.Î) ’Îû È⎦⎪ Ïe$!$# ( ‰s% t⎦¨⎫t6¨? ß‰ô©”9$# z⎯ÏΒ Äc©xö ø9$# 4 ⎯yϑ sù ö à õ3tƒ ÏNθäó≈©Ü9$ Î/ -∅ ÏΒ÷σ ãƒuρ «!$ Î/ 
Ï‰s) sù y7 |¡ ôϑ tGó™$# Íο uρó ãèø9$ Î/ 4’s+ øOâθø9$# Ÿω tΠ$ |Á ÏΡ $# $ oλ m; 3 ª!$#uρ ì ‹Ïÿxœ îΛ⎧ Î= tæ ∩⊄∈∉∪     
Terjemahan: 
tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah 
jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa 
yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka 
Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang 
tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. 
 Padahal, kalau Allah mau agar semua orang agar semua manusia ini 
berislam, Ia tidak perlu memberikan kebebasan dalam keyakinan untuk manusia, 
sebagai mana firman-Nya QS. Yunus/10: 99 : 
öθs9uρ u™!$ x© y7•/u‘ z⎯tΒ Uψ ⎯ tΒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# öΝ ßγ=à2 $ ·èŠÏΗsd 4 |MΡ r'sùr& çν Ìõ3 è? }¨ $ ¨Ζ9$# 4©®L ym 
(#θçΡθä3tƒ š⎥⎫ÏΖ ÏΒ ÷σ ãΒ ∩®®∪     
Terjemahan :  
dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang 
di muka bumi seluruhnya. Maka Apakah kamu (hendak) memaksa 
manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya ? 
 Justru Islam mengajarkan sebuah metodologi ilmiah dalam memilih 
keyakinan, yaitu dengan adu argumen secara ilmiah. Benar-tidaknya sesuatu 
bukan dengan sekedar mencontoh tanpa mengetahui rasionalisasi. Al-Qur’an 
mengajarkan QS. al-Nahl/16: 125 :  
äí ÷Š$# 4’n< Î) È≅‹ Î6y™ y7 În/u‘ Ïπ yϑ õ3 Ïtø: $ Î/ Ïπ sà Ïãöθyϑ ø9$# uρ Ïπ uΖ|¡ ptø: $# ( Ο ßγ ø9Ï‰≈y_ uρ ©ÉL©9$ Î/ }‘ Ïδ ß⎯ |¡ômr& 4 ¨β Î) 
y7 −/u‘ uθèδ ÞΟ n= ôãr& ⎯yϑ Î/ ¨≅|Ê ⎯ tã ⎯Ï& Î#‹Î6y™ ( uθèδ uρ ÞΟ n=ôãr& t⎦⎪ Ï‰tGôγ ßϑ ø9$ Î/ ∩⊇⊄∈∪     
Terjemahan:  
serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran 
yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 
Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari 
jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 
petunjuk. 
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 Jika dalam soal akidah saja Islam mengajarkan prinsip kebebasan, apalagi 
dalam soal politik. Hal ini jauh lebih ringan, karena hukum-hukum dalam politik 
tidak seketat seperti persoalan keyakinan. 
Adapun prinsip kebebasan politik itu meliputi empat hal sebagai berikut:  
a. Kebebasan mengekspresikan pandangan politik  
Hal ini seperti yang terjadi di masa pemerintahan Abu Bakar. Fatimah az-
zahrah tertinggal dari pembaiatan Abu Bakar. Ia menganggap bahwa Abu Bakar 
tidak berhak memegang kekuasaan. Saat itu, Fatimah mempunyai kebebasan 
yang sempurna dalam sikapnya itu dan tak seorang pun, baik itu Abu Bakar atau 
yang lainnya mempermasalahkan sikap Fatimah. Bahkan, hingga enam bulan 
setelah wafatnya Rasulullah saw, kebebasan sikap politik Fatimah tidak pernah 
diinterfensi. Tidak ada lagi kebebasan politik yang lebih agung dibanding sikap  
para pemimpin Islam zaman itu.61  
Mempunyai kebebasan politik dihadapan seorang manusia agung seperti 
Abu Bakar memang mudah, karena ia adalah orang terbaik yang hidup di 
zamannya. Tapi bagaimana dengan kebebasan didepan seorang diktator? 
Rasulullah memberikan inspirasi bagi umatnya untuk tidak ragu-ragu 
mengekspresikan pandangan-pandangan mereka dengan bersabda jihad yang 
paling besar adalah mengatakan kebenaran di hadapan seorang penguasa diktator 
(HR>.  Tirmidzi).  
b. Kebebasan memilih pemimpin 
Rasulullah saw menjelang wafatnya tidak menentukan pengganti untuk 
memimpin Negara. Bahkan, beliau memberikan kebebasan politik bagi umatnya 
                                                 
61Abdul Mi’tal al-S{a’idi, Hurriyatu al-Fikr fi> al-Isla>m (Cet. I; Kairo: al-Haiah al-
Mis{riyyah al-‘Ammah li al-Kitab, 2009), h. 54. 
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untuk memilih sendiri pemimpinnnya, untuk mengadakan pemilu dengan cara 
yang mereka inginkan sesuai prinsip-prinsip syura.  
Begitupun dalam pemilihan Umar, ia adalah hasil suara masyarakat yang 
mempercayakan pemilihan kepada Abu Bakar seorang, yang akhirnya Abu Bakar 
memilih Umar. Itu artinya, Umar naikpun melalui aspirasi masyarakatnya. 
Seperti itu juga yang terjadi saat suksesi periode Utsman dan Ali. Mereka semua 
terpilih atas kehendak masyarakat.  
Bahkan, seperti yang sudah disebutkan dalam sejarah politik daulah 
Umawiyyah, setelah Umar bin Abdul Aziz naik menjadi amirul mu’minin dengan 
sistem pewarisan, ia tetap saja memberikan kebebasan memilih pemimpin bagi 
masyarakatnya seraya berkata, “Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku ini 
sedang di uji urusan yang berat, tanpa sekeinginanku, juga tanpa menyertakan 
pendapatku. Bahkan, tanpa aku minta dan tanpa musyawarah dengan kaum 
muslimin. Untuk itu, aku lepas lagi baiat yang telah kalian berikan. Pilihlah 
pemimpin sesuai dengan keinginan kalian.” Tapi kemudian orang-orang berteriak 
dengan satu pekikan, “kami telah memilihmu, wahai amirul mu’minin, kami 
ridha denganmu maka uruslah kami dengan kebaikan dan keberkahan”.62  
Tidak hanya dalam pemilihan pemimpin tertinggi Negara yang termasuk 
kebebasan pemilu. Kebebasan dalam memilih perwakilan pun diajarkan 
Rasulullah saw. contoh, ketika beliau meminta penduduk Anshar yang 
mempersentasikan aspirasi sukunya. Mereka terdiri atas Sembilan wakil atau 
naqib dari suku Khazraj dan tiga dari Aust. 
  
                                                 
62Ali Muh}ammad Muh}ammad al-S{allabi, Umar bin Abdul Aziz  (Cet. I; Kairo: Dar al-
Andalus, 2008), h. 39. 
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c. Kebebasan mengkritik dan mengontrol politik  
Kritik ini bisa berasal dari pemimpin untuk aparat bawahannya, seperti 
ketika Abu Bakar mengevaluasi Khalid bin Walid yang membunuh Malik bin 
Nuwairah. Atau dari masyarakat untuk para pemimpinnya.  
Bahkan para sahabat bebas mempertanyakan kebijakan politik Rasulullah 
saw, seperti dalam perang Badar, dimana ketika Rasulullah, menentukan tempat 
yang akan menjadi markas pasukan, salah seorang sahabat mengkritisinya dan 
mengusulkan tempat lain.  
Seorang nabi dikritisi kebijakan pribadinya dan kebijakan politiknya. 
Tapi apakah ia marah dan membungkam kebebasan mengkritik dari 
masyarakatnya sendiri? Tidak. Rasulullah saw., sang guru kebebasan itu selalu 
menerima usulan-usulan brilian dari masyarakatnya, walaupun itu tidak sesuai 
dengan pandangan pribadinya. 
d. Kebebasan membuat perkumpulan  
Dalam politik Islam, setiap warga Negara mempunyai kebebasan untuk 
membuat  perkumpulan, organisasi, atau partai dalam naungan sistem Islam yang 
dapat ditolerir.  
Islam mencakup banyak segi kehidupan. Untuk itu pasti akan banyak 
sekali perbedaan pandangan dalam bidang politik. Misalnya adalah seperti yang 
terjadi di pertemukan Saqifah, di mana di sana ada dua kelompok, sebagaimana 
telah dijelaskan dalam sejarah politik khulafaurasyidin. Ada kelompok Muha>jiri>n 
dan Ans}ar. Bahkan, selama masa pemerintahan Khulafaurasyidin juga terdapat 
kelompok-kelompok tertentu yang mendukung Abu Bakar, atau Umar, atau 
Utsman, atau Ali. Semua itu boleh, karena mereka semua bersaing untuk 
menegakkan kebenaran dalam pemerintahan. 
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4. Prinsip Persamaan 
Prinsip persamaan berarti bahwa setiap individu dalam masyarakat 
mempunyai hak yang sama, juga mempunyai persamaan mendapatkan kebebasan 
dalam berpendapat, kebebasan, tanggung jawab, dan tugas-tugas kemasyarakatan 
tanpa diskriminasi rasial, asal usul, bahasa dan keyakinan. 
Berdasarkan prinsip persamaan ini sebenarnya tidak ada rakyat yang 
diperintah secara sewenang-wenang dan tidak ada penguasa yang memperbudak 
rakyatnya. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan berbagai bangsa 
dan suku bukanlah untuk membuat jarak antara mereka. Bahkan diantara mereka 
agar dapat saling tukar pengalaman. al-Qur’an menegaskan yang membedakan 
diantara manusia adalah hanya karena taqwanya. Sebagaimana firman Allah QS. 
al-Hujurat/49: 13 : 
$ pκ š‰r'¯≈tƒ â¨$¨Ζ9$# $ ¯Ρ Î) /ä3≈oΨø) n= yz ⎯ÏiΒ 9x. sŒ 4©s\Ρ é&uρ öΝ ä3≈oΨù= yèy_ uρ $ \/θãèä© Ÿ≅Í←!$ t7 s%uρ (#þθèùu‘$ yètGÏ9 4 ¨β Î) 
ö/ä3tΒ tò2r& y‰ΨÏã «!$# öΝ ä39 s) ø? r& 4 ¨βÎ) ©!$# îΛ⎧ Î=tã ×Î7 yz ∩⊇⊂∪     
Terjemahan : 
Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-
laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan 
bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang 
yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling 
taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 
Mengenal.  
Ibnu al-Munz\ir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Mulaikah: 
Ketika Fath} Makkah, Bilal naik ke atas Ka‘bah dan mengumandangkan azan. 
Sebagian orang berkata, “Budak hitam inikah yang azan di atas punggung 
Ka‘bah?” Yang lain berkata, “Jika Allah membencinya, tentu akan 
menggantinya.” Lalu turunlah ayat ini.63Allah Swt. berfirman: Inna khalaqna>kum 
                                                 
63Imam al-Syaukani, Fath} al-Qadi>r, Juz V, h. 69. 
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min z\akar wa uns\a> (sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari seorang laki-
laki dan seorang perempuan). Al-Jazairi menyatakan, seruan ini merupakan 
seruan terakhir dalam surat al-Hujurat. Dibandingkan dengan seruan-seruan 
sebelumnya yang ditujukan kepada orang-orang beriman, seruan ini lebih umum 
ditujukan kepada seluruh manusia (al-na>s).64 
Pertama: Allah swt. mengingatkan manusia tentang asal-usul mereka; 
bahwa mereka semua adalah ciptaan-Nya yang bermula dari seorang laki-laki dan 
seorang perempuan (min z\akar wa uns\a>). Menurut para mufassir, z\akar wa uns\a> 
ini maksudnya adalah Adam dan Hawa.65 Seluruh manusia berpangkal pada 
bapak dan ibu yang sama, karena itu kedudukan manusia dari segi nasabnya pun 
setara. Konsekuensinya, dalam hal nasab, mereka tidak boleh saling 
membanggakan diri dan merasa lebih mulia daripada yang lain. 66 
Menurut mufassir lain, kata z\akar wa uns\a> juga bisa ditafsirkan seorang 
bapak dan seorang ibu;67 atau sperma laki-laki dan ovum perempuan.68Karena 
berasal dari jenis dan bahan dasar yang sama, berarti seluruh manusia memiliki 
kesamaan dari segi asal-usulnya.  
Fakhruddin ar-Razi memberikan paparan menarik. Menurutnya, segala 
sesuatu bisa diunggulkan dari yang lain karena dua faktor: (1) faktor yang 
diperoleh sesudah kejadiannya seperti kebaikan, kekuatan, dan berbagai sifat lain 
yang dituntut oleh sesuatu itu; (2) faktor sebelum kejadiannya, baik asal-usul 
                                                 
64Abu Bakr al-Jazairi, Aysar al-Tafa>si>r li Kala>m al-‘Ali> al-Kabi>r, Jilid V (t.t.: Nahr al-
Khair, 1993), h. 131. 
65Ibn Kas\ir, Tafsi>r al-Qur'a>n al-‘Az\i>m, Jilid IV (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), h. 170. 
66Abu ‘Ali al-Fad}l, Majma’al-Baya>n fi> Tafsi>r al-Qura>n, Jilid IV (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 
t.th.), h. 206. 
67al-Khazin, Luba>b al-Ta’wi>l fi> Ma’a>ni> al-Tanzi>l, Jilid IV (Beirut: Dar al-Kutub al-
Ilmiyyah, 1995), h. 183. 
68al-Qasimi, Mah}a>sin al-Ta’wi>l, Jilid II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997), h. 538. 
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atau bahan dasarnya maupun pembuatnya; seperti ungkapan tentang bejana: “Ini 
terbuat dari perak, sementara itu terbuat dari tembaga”; “Ini buatan Fulan, 
sedangkan itu buatan Fulan.”  
 ` Firman Allah swt. Inna khalaqna>kum min z\akar wa uns\a>, menegaskan 
bahwa tidak ada keunggulan seseorang atas lainnya disebabkan perkara sebelum 
kejadiannya. Dari segi bahan dasar (asal-usul), mereka semua berasal dari 
orangtua yang sama, yakni Adam dan Hawa. Dari segi pembuatnya, semua 
diciptakan oleh Zat yang sama, Allah swt. Jadi, perbedaan di antara mereka 
bukan karena faktor sebelum kejadiannya, namun karena faktor-faktor lain yang 
mereka peroleh atau mereka hasilkan setelah kejadian mereka. Perkara paling 
mulia yang mereka hasilkan itu adalah ketakwaan dan kedekatan mereka kepada 
Allah swt.69 
Selanjutnya Allah swt. berfirman: Waja‘alna>kum syu’uban wa qaba>ilan 
lita’a>rafu> (dan Kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku 
supaya kalian saling mengenal). Kata syu‘u>b (jamak dari sya‘b) dan qaba>'il 
(jamak dari qabi>lah) merupakan kelompok manusia yang berpangkal pada satu 
orangtua (keturunan). Sya‘b adalah tingkatan paling atas, seperti Rabi‘ah, 
Mud}ar, al-Aws, dan al-Khajraj. Tingkatan di bawahnya adalah qabi>lah, seperti 
Bakr dari Rabi‘ah, dan Tamim dari Mud}ar.70 Ke bawahnya masih ada empat 
tingkatan, yakni: al-ima>rah, seperti Syayban dari Bakr, Daram dari Tamim, dan 
Quraysy; al-bat}n, seperti Bani Luay dari Qurays, Bani Qus}ay dari Bani 
Makhzum; al-fakhiz\, seperti Bani Hasyim dan Bani Umayyah dari Bani Luay; 
                                                 
69Fakhruddin al-Razi, al-Tafsi>r al-Kabi>r Au Mafa>ti>h} al-Gaib, Jilid XIV (Beirut: Dar al-
Kutub al-Ilmiyyah, 1990), h. 118. 
70al-Khazin, Luba>b al-Ta’wi>l fi> Ma’a>ni> al-Tanzi>l, Jilid IV, h. 184. 
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dan tingkatan terendah adalah al-fas}i>lah atau al-‘asyi>rah, seperti Bani Abd al-
Mut}allib.71 
Jumlah manusia akan terus berkembang hingga menjadi banyak suku dan 
bangsa yang berbeda-beda. Ini merupakan sunatullah. Manusia tidak bisa 
memilih agar dilahirkan di suku atau bangsa tertentu. Karenanya, manusia tidak 
pantas membanggakan dirinya atau melecehkan orang lain karena faktor suku 
atau bangsa.  
Ayat ini menegaskan, dijadikannya manusia berbangsa-bangsa dan 
bersuku-suku adalah untuk saling mengenal satu sama lain (lita’a>rafu>). Menurut 
al-Bagawi dan al-Khazin, ta‘a>ruf itu dimaksudkan agar setiap orang dapat 
mengenali dekat atau jauhnya nasabnya dengan pihak lain, bukan untuk saling 
mengingkari.72 Berdasarkan ayat ini, Abd ar-Rahman as-Sa’di menyatakan 
bahwa mengetahui nasab-nasab merupakan perkara yang dituntut syariat. Sebab, 
manusia dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku memang untuk itu. 
73Karena itu, seseorang tidak diperbolehkan menasabkan diri kepada selain 
orangtuanya.74 
Dengan mengetahui nasab, berbagai hukum dapat diselesaikan, seperti  
hukum menyambung silaturahmi dengan orang yang memiliki hak atasnya,75 
hukum pernikahan, pewarisan, dan sebagainya. Di samping itu, taaruf juga 
                                                 
71al-Bagawi, Ma’a>lim al-Tanzi>, Jilid IV (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.), h. 196. 
72al-Bagawi, Ma’a>lim al-Tanzi>, Jilid IV, h. 195. 
73Abd al-Rahman al-Sa’di, Taysi>r al-Kari>m ar-Rahma>n fi> Tafsi>r Kala>m al-Manna>n, Jilid 
V (Beirut: Alam al-Kutub, t.th.), h. 83. 
74al-Zamakhsyari, al-Kasya>f , Jilid XIV (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.), h. 365. 
75Burhanuddin al-Baqa’i, Naz}m al-Durar fi> Tana>sub al-Aya>t wa al-Suwar, Jilid IX (t.t.: 
Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), h. 236. 
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berguna untuk saling bantu. Dengan saling bantu antar individu, bangunan 
masyarakat yang baik dan bahagia dapat diwujudkan.76 
Dari uraian tersebut diatas tidak disangsikan lagi kekuatan prinsip 
persamaan itu dalam sistem hukum Islam. Pelaksanaanya berlaku menyeluruh 
dalam sistem hukum dan pemerintahan Islam. Sebab sistem itu memang menjadi 
bagian yang integral dari ajaran Islam. 
C. Pandangan Ulama Tentang Politik  
Dari pokok pikiran yang berkembang dalam diskursus pemikiran politik 
Islam, masing-masing kelompok tersebut dapat digolongkan dalam tiga tipologi. 
Pertama, kelompok yang menempatkan agama sebagai subordinasi atas negara 
dan memandang interrelasi agama dengan negara sebagai keharusan integralistik. 
Kelompok ini memandang agama sebagai institusi yang sempurna dalam 
mengontrol kehidupan sosial-politik manusia, sehingga pendekatan lain tidak 
diperlukan lagi. Model ini dapat dijumpai jejaknya pada tokoh-tokoh pemikir 
Islam, semisal Almaududi, Ali Jinnah, Natsir.  
Kedua, kelompok yang melihat kemungkinan adanya negoisasi terhadap 
aspek-aspek dari luar sepanjang tidak berbenturan dengan prinsip-prinsip 
universalisme agama Islam. Kelompok ini toleransif dan melihat celah 
dilakukannya jastifikasi terhadap anasir luar, semisal demokrasi, HAM dan isu 
lainnya yang bisa saja dipertimbangkan.  
Ketiga, kelompok yang memandang interrelasi agama dengan negara 
berada dalam ruang yang terpisah atau sekuler. Dalam pandangan komunitas ini, 
agama tidak boleh dijadikan jastifikasi atas kehidupan politik suatu bangsa. 
Tentu saja argumen yang dikemukakan oleh kelompok terakhir ini mempunyai 
segmen bahasan yang cukup kuat tentang bagaimana seharusnya sekularisme, 
                                                 
76Abu Bakr al-Jazairi, Aysar al-Tafa>si>r li Kala>m al-‘Ali> al-Kabi>r, Jilid V, h. 131. 
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hubungannya dengan universalisme agama atau pesan-pesan normatif agama 
Islam yang tertuang dalam cakupan nash (al-Qur’an dan Sunnah). 
Berdasarkan tiga tipologi di atas, wacana interrelasi agama dengan 
negara menjadi ide terapan pada masing-masing pemikirnya. Usaha menurunkan 
pemikiran tentang agama dengan negara dalan tingkatan praktik dapat dilihat 
pada beberapa usaha-usaha para penggiatnya, misalnya seruan Maududi terhadap 
negara Islam Pakistan yang hingga hari ini tetap relevan terjadi. Atau apa yang 
terjadi pada negara Turki oleh Must}afa Kemal dengan kemalismenya yang 
mempraktekkan Turki sekuler. Di Indonesia hingga hari ini, konteks negara 
agama tetap saja ramai dipelopori dengan variabel yang beragam, dari yang ilegal 
hingga dianggap konsitusional. 
1. Tipologi Integralistik 
Tipologi ini melihat bahwa Islam adalah agama sekaligus negara (din wa 
daulah). Ia merupakan agama yang sempurna dan antara Islam dan negara 
merupakan dua entitas yang menyatu. Hubungan Islam dan negara benar-benar 
organik dimana negara berdasarkan syari’ah Islam dengan ulama sebagai 
penasehat resmi eksekutif atau bahkan pemegang kekuasaan tertinggi. Sebagai 
agama sempurna, bagi pemikir politik Islam yang memiliki tipologi seperti ini, 
Islam bukan sekedar agama dalam pengertian Barat yang sekuler, tetapi 
merupakan suatu pola hidup yang lengkap dengan pengaturan untuk segala aspek 
kehidupan, termasuk politik. Rasyid Rid}a, Sayyid Qut}b dan Abu al-‘ala al-
Maududi. 
a. Rasyid Rid}a (1865-1935) 
Rasyid Rid}a, sebagai seorang yang berkecenderungan tradisional begitu 
percaya dengan lembaga kesultanan Us\mani yang menurutnya adalah juga 
kekhalifahan, walaupun mereka bukan dari keturunan Quraisy dan Arab. Ia 
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tampaknya menutup mata terhadap despotisme kesultanan Us\mani. Kekhalifahan 
Us\mani baginya merupakan pranata politik supra nasional yang mewakili nabi 
pasca Abbasiyah yang mempersatukan umat Islam di berbagai belahan dunia 
yang perlu dihidupkan dengan tugas untuk mengatur urusan dunia dan agama, 
suatu pemikiran yang sama persis dengan pemikiran al-Mawardi. Alasannya 
karena al-Qur’an, hadis dan ijma’ pun menghendakinya.77 
Tentu saja ahl al-hall wa al-‘aqd, sebagai lembaga pemilih khalifah juga 
perlu dibentuk. Hanya saja ia lebih maju dibanding pemikir politik Islam klasik 
yang realis pada masa klasik dan pertengahan, walaupun untuk khalifah 
menurutnya mesti seorang ahli fiqh yang karenanya untuk mempersiapkannya 
perlu didirikan lembaga pendidikan tinggi keagamaan, tetapi untuk ahl al-hall wa 
al-‘aqd anggotanya bukan saja ahli agama yang sudah mencapai tingkat mujtahid 
melainkan juga pemuka masyarakat dari berbagai bidang.  
Selain itu, berbeda dengan pemikir politik sebelumnya, lembaga 
representatif itu dalam pandangannya juga bertugas mengangkat khalifah, 
mengawasi jalannya pemerintahan, mencegah penyelewengan khalifah dan perlu 
menurunkannya jika perlu, sekalipun harus dengan perang atau kekerasan demi 
kepentingan umum. Meskipun pandangan-pandangan Rasyid Ridha sulit diterima 
untuk konteks kekinian, di mana Rosenthal menganggapnya berada dalam posisi 
utopis dan romantis,78 bagaimanapun Rasyid Ridha telah berhasil 
memformulasikan tradisi dan merancangkan gagasan dasar bagi para penganjur 
negara Islam berikutnya.  
                                                 
77Bassam Tibi, The Challenge of Fundamentalism. Political Islam and the New World 
Disorder, terj. Imron Rosyidi dkk, Ancaman Fundamentalisme: Rajutan Islam Politik dan 
Kekacauan Dunia Baru (Cet. I; Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), h. 63. 
78Dalam Gamal al-Banna, relasi Agama dan Negara (Cet.I; Jakarta: Mata Air Publising, 
2006), h. 32. 
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Ia merupakan penghubung yang penting antara teori klasik tentang 
kekhalifahan dengan gagasan mengenai negara Islam pada abad ke-20 yang 
dikembangkan oleh Sayyid Qut}b dan al-Maududi. Keduanya telah 
mengembangkan yang dalam istilah Profesor Majid Khadduri, devine nomocracy 
(negara hukum Ilahi) atau menurut Istilah Profeser Tahir Azhari Nomokrasi 
Islam.79 
b. Sayyid Qut}b (1906-1966) dan al-Maududi (1903-1979) 
Seperti halnya Rasyid Ridha, Sayyid Qut}b menginginkan bentuk 
pemerintahan supra nasional (kesatuan seluruh dunia Islam) yang sentralistis, 
tetapi daerah tidak sebagai jajahan, mempersamakan pemeluk agama, dan 
didirikan atas tiga prinsip: keadilan penguasa, ketaatan rakyat karena hasil 
pilihannya dan permusyawarahan antara penguasa dan rakyat. Meskipun ia tidak 
mempersoalkan sistem pemerintahan apapun sesuai dengan sistem kondisi 
masyarakat, namun pemerintahan ini bercirikan penghormatan pada superemasi 
hukum Islam (syari’ah). Sayyid Qut}b dan juga al-Maududi adalah orang pertama 
yang menggunakan pengertian bahwa umat manusia adalah khalifah Allah di 
muka bumi sebagai dasar teori kenegaraan. Keduanya menolak prinsip 
kedaulatan rakyat dalam pengertian konsep politik Barat, karena manusia 
hanyalah pelaksana kedaulatan dan hukum Tuhan yang sebab itu, manusia tidak 
boleh membuat kebijakan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Konsep 
politik Islam ini oleh al-Maududi disebut sebagai Theo-Demokrasi. 
Istilah Theo-Demokrasi berasal dari dua kata, theokrasi dan demokrasi. 
Dua kata yang disatukan dalam istilah ini dijelaskan Maududi bahwa 
kewenangan untuk menegakkan pemerintahan yang diberikan Tuhan kepada 
                                                 
79Dalam Gamal al-Banna, relasi Agama dan Negara, h. 37. 
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manusia dibatasi oleh undang-undang-Nya yakni syari’at.80 Manusia diberi 
kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat yang melanggar 
aturan Tuhan. Hal-hal yang tidak jelas diatur secara jelas dalam syari’at 
diselesaikan berdasarkan musyawarah dan konsensus kaum muslimin. Mukmin 
yang memiliki persyaratan dan kemampuan berijtihad diberi kesempatan untuk 
menafisrkan undang-undang Tuhan jika diperlukan. Undang-undang yang sudah 
jelas terdapat dalam nash tidak boleh seorang pun mengubah atau 
membantahnya. Penafsiran terhadap undang-undang yang belum jelas 
pengertiannya tidak boleh kontradiktif dengan ketentuan umum undang-undang 
Tuhan. 
Pemikiran pembaruan politik al-Maududi tentang teori politik 
pemerintahan didasari oleh tiga prinsip. Menurutnya, sistem politik Islam 
didasari oleh tiga prinsip tersebut, yaitu Unity of God (tauhid), Prophethood 
(risalah) dan Caliphate (khilafah). Aspek politik Islam akan sulit dipahami tanpa 
memahami secara keseluruhan akan ketiga prinsip ini. 
Tauhid berarti hanya Tuhan sendirilah pencipta, penguasa dan 
pemelihara. Kekuasaan tertinggi yang dalam istilah politik disebut kedaulatan 
adalah pada Allah, dan umat manusia hanyalah pelaksana-pelaksana kedaulatan 
Allah tersebut sebagai khalifah-khalifah Allah di bumi. Dengan demikian maka 
tidak dapat dibenarkan gagasan kedaulatan rakyat, dan sebagai pelaksana 
kedaulatan Allah umat.81 
Risalah menurut Maududi adalah bahwa undang-undang dari Tuhan itu 
disampaikan kepada Rasulullah saw. untuk disampaikan kepada seluruh umat 
                                                 
80Natsir Tamara dan Elza Pelda Taher, ed., Agama dan Dialog antar Peradaban (Cet. I; 
Jakarta: Paramadinah: Jakarta, 1996), h. 67. 
81Munawir Syadzali, Islam dan Tatanegara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran (Jakarta: UI 
Press, 1993), h. 166. 
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manusia. Umat manusia atau Negara harus tunduk kepada hukum-hukum 
sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur’an dan Sunah Nabi, sedangkan yang 
dimaksudkan khalifah-khalifah Allah yang berwenang melaksanakan kedaulatan 
Allah itu adalah (hanya) umat atau orang-orang laki-laki dan perempuan Islam.82 
Khilafah, ia jelaskan dengan ungkapannya bahwa manusia di muka bumi 
ini diberi kedudukan sebagai Khalifah (perwakilan), yang berarti bahwa manusia 
adalah wakil Tuhan di bumi. Manusia yang dimaksudkannya adalah seluruh 
komunitas yang meyakini dan menerima prinsip-prinsip bahwa pemegang 
kepemimpinan dan yang berkuasa di alam ini adalah Tuhan, kedaulatan tertinggi 
ada pada Tuhan. Oleh karenanya dalam bernegara umat Islam tidak perlu atau 
bahkan dilarang meniru sistem Barat, cukup kembali kepada sistem Islam dengan 
menunjuk kepada pola politik semasa al-Khulafa al-Rasyidin sebagai model atau 
contoh sistem kenegaraan menurut Islam.83 
2. Tipologi Sekuler 
Kebalikan dari tipologi pertama, menurut tipologi ini Islam adalah 
agama yang tidak berbeda dengan agama lainnya dalam hal tidak mengajarkan 
cara-cara pengaturan tentang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Islam 
adalah agama murni bukan negara. Pemikir yang masuk dalam tipologi ini adalah 
Ali Abd al-Raziq dan Lut}fi al-Sayyid. 
a. Ali Abd al-Raziq (1888-1966) 
Karya-karya Ali Abd al-Raziq banyak menimbulkan kontroversi bahkan 
menyebabkan dia dipecat dari jabatannya. Diantara karya-karyanya tersebut 
adalah sebagai berikut. 
                                                 
82Munawir Syadzali, Islam dan Tatanegara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, h. 166. 
83Munawir Syadzali, Islam dan Tatanegara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, h. 166. 
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1.  al-Isla>m wa Us}u>l al-Hukm: Ba’s\ fi> Al-Khila>fah wa Al-Huku>mah fi> al-Isla>m 
(Islam dan Prinsip-prinsip Pemerintahan). 
Buku ini diterbitkan di Kairo pada tahun 1925. Buku ini merupakan hasil 
penelitiannya tentang lembaga khalifah, yang dibukukan pada saat ia masih 
menjabat sebagai hakim di Mahkamah Syariah Al-Azhar.84 
Buku ini berisi teori politik Islam tentang khilafah dan negara. Ali Abdul 
raziq berpendapat bahwa agama Islam harus terbebas dari khilafah yang dikenal 
kaum Muslim selama ini, dan juga terbebas dari apa yang mereka bangun dalam 
bentuk kejayaan dan kekuatan. Khilafah bukanlah bagian dari rencana atau takdir 
agama tentang urusan kenegaraan. Tapi ia semata-mata hanyalah rancangan 
politik murni yang tak ada urusannya dengan agama. Agama tidak pernah 
mengenalnya, menolaknya, memerintahkannya, atau pun melarangnya. Tapi ia 
adalah sesuatu yang ditinggalkan kepada kita agar kita menentukannya 
berdasarkan kaedah rasional, pengalaman, dan aturan-aturan politik. Begitu juga 
pendirian lembaga militer, pembangunan kota, dan pengaturan administrasi 
negara, tak ada kaitannya dengan agama. Semua itu diserahkan kepada akal sehat 
dan pengalaman manusia, untuk memutuskan mana yang terbaik. 
Keyakinan Ali Abd al-Raziq yang tak mempercayai pendirian negara 
Islam adalah Muhammad diutus kepada bangsa Arab semata untuk memperbaiki 
moralitas mereka. Tugas utama Nabi adalah menyampaikan sebuah risalah 
kenabian yang mengandung pesan moral. Nah, saat Nabi membangun sebuah 
komunitas Madinah, ia tak pernah menyatakan satu bentuk pemerintahan yang 
harus diterapkan, bahkan ia pun tak meminta penerusnya, para khalifah, untuk 
membuat satu sistem politik tertentu. 
                                                 
84Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, Pemikiran Politik Islam dari Masa 
Klasik hingga Indonesia Kontemporer  (Jakarta: Kencana, 2010), h. 115. 
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Ali melakukan studi dan meyakini hal itu, terlebih setelah dia melihat 
perbedaan anutan sistem pemilihan khalifah di antara para sahabat. "Bukankah 
sistem pemerintahan yang dijalankan Abu Bakar berbeda dengan Umar, yang 
juga berbeda dari Utsman dan Ali? Dan bukankah sistem khilafah model 
Umayyah dan Abbasiyyah tak lebih dari ijtihad politik sebagian orang-orang dari 
klan itu? Khilafah, yang oleh sebagian orang dianggap sebagai satu keharusan 
mutlak, ternyata merupakan bentukan sejarah yang dimulai masa Abu Bakar dan 
dimatangkan oleh Bani Umayyah dan Abbasiyyah," tulisnya. 
Karyanya ini pula yang membuat dia dipecat dari jabatannya sebagai 
hakim, disebabkan atas desakan para ulama al-Azhar karena didalam buku 
tersebut Ali Abd al-Raziq menentang pandangan bahwa Islam sudah menetapkan 
bentuk otoritas politik khusus, atau bahwa Islam sudah mengesahkan bentuk 
pemerintahan tertentu.85 
Bahkan dalam sidang ulama besar al-Azhar ia tidak lagi diakui sebagai 
ulama dan namanya dihapus dari daftar ulama al-Azhar. Berdasarkan keputusan 
sidang yang dihadiri oleh para anggotanya diputuskan bahwa buku itu 
mengandung pendapat yang bertentangan dengan ajaran Islam. Pendapat yang 
tertuang dalam bukunya itu tidak mungkin keluar dari seorang Islam, apalagi 
seorang ulama.86 
Buku yang mengandung reaksi keras ini secara garis besarnya berisi 
tentang penolakan terhadap sistem khilafah.87 Sedang masalah khilafah pada saat 
itu menjadi agenda yang akan dibahas dan dihidupkan oleh Rasyid Ridha dan 
                                                 
85John L. Esposito, ed., Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern (Bandung: Mizan, 
2002), h. 6. 
86Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 85. 
87H.A.R. Gibb, Aliran-Aliran Moderen dalam Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
1996), h. 91. 
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kawan-kawannya yang bersemangat mempersiapkan muktamar akbar Islam di 
Kairo. Karena momennya kurang tepat, reaksi negatif atas buku ini pun gencar 
dilakukan ulama. Oleh karena itu, menurut Munawir Sjadzali, saham Rasyid 
Ridha cukup besar dalam kampanye yang berakhir dengan pengutukan dan 
pengucilan Ali Abd al-Ra>ziq oleh ulama al-Az\har.88 
2.    Min As\a>r Must}a>fa> ‘Abd al-Ra>ziq dan al-Ijma>’ fi> al-yari>ah al-Isla>miyah. 
Buku ini (Min As\a>r Must}a>fa> ‘Abd Al-Ra>ziq) merupakan hasil studi Ali Abd al-
Raziq tentang kehidupan dan karya saudaranya Must}a>fa> Abd ra>ziq. Min As\a>r 
Must}a>fa> ‘Abd al-Ra>ziq diterbitkan pada tahun 1957 di Kairo dan buku  Al-Ijma>’ 
fi> al-yari>ah al-Isla>miyah diterbitkan pada tahun 1947 di Kairo.89 
            Bersama karya Tha>ha> Husain, Fi> al-Syi’r al-Ja>hili>, yang terbit pada tahun 
1926, karya Ali Abd al-Ra>ziq (al-Isla>m wa Ushu>l al-Hukm) dianggap oleh ulama 
dan kalangan Muslim melontarkan tantangan serius terhadap keabsahan Islam 
sebagai sebuah agama. Peristiwa khusus yang mendorong studi Ali Abd ar-Ra>ziq 
ini adalah penghapusan sistem khalifah oleh pemerintah Turki yaitu Must}afa 
Kemal Attaturk pada tahun 1924.90 
Sebagian ulama tradisional Mesir menyamakan al-Ra>ziq dengan Must}afa 
Kemal Attaturk, bahkan menganggapnya lebih buruk dan lebih berbahaya dari 
tokoh sekularisme Turki itu. Kedua tokoh ini memang hidup sezaman dan 
memiliki ideologi politik yang kurang lebih sama. Kedua tokoh Islam itu 
mendapat hujatan luar biasa dari mayoritas kaum Muslim. Beruntunglah 
Attaturk, karena ia seorang kepala negara, ia bisa leluasa menerapkan 
                                                 
88Munawir Syadzali, Islam dan Pembaharuan (Jakarta: UI-Press, 1993), h. 85. 
89John L. Esposito, ed., Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern, h. 6.  
90Albert Hourani, Pemikiran Liberal Dunia Arab  (Bandung: Mizan, 2004), h. 295. 
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ideologinya di Turki. Sementara al-Raziq mendapatkan kecaman dan hinaan dari 
rakyat Mesir. 
Setelah perang dunia I, banyak orang Islam merasa terancam oleh 
meningkatnya penetrasi kolonial Barat, seperti Inggris, dan Perancis. Terutama 
setelah jatuhnya Kesultanan Us\maniah. Dalam pandangan kaum Muslim, 
keruntuhan itu menunjukkan dengan jelas betapa lemahnya politik Islam. 
b. Lut}fi al-Sayyid (1872-1963) 
Program Ahmad Lut}fi al-Sayyid adalah memadukan antara prinsip-
prinsip Islam dan filsafat Yunani, gagasan-gagasan pencerahan Prancis dan 
liberalisme Inggris. Pemaduan pemikiran ini membawa Ahmad Lut}fi al-Sayyid 
memusatkan perhatiannya pada sejumlah prinsip yang dapat mempertegas garis-
garis pokok pemikiran yang ia tampilkan dan yang secara keseluruhannya 
terwujud dalam liberalisme Mesir pada dasawarsa-dasawarsa pertama abad ke-
20. Prinsip-prinsip tersebut adalah mendirikan suatu pemerintahan bercorak 
sekuler yang didasarkan atas asas manfaat, menafsirkan agama hanya dalam 
kerangka hubungan manusia dan Tuhannya, menentukan kriteria-kriteria perilaku 
perorangan dan akhirnya mempertegas gagasan nasionalisme Mesir. 
Perlu juga disebutkan bahwa ketika Partai Umat dibentuk, dengan 
penamaan umat di situ tidak dimaksudkan umat dalam konsepsi Islam melainkan 
umat bangsa Mesir yang terdiri dari orang-orang Kristen, Yahudi dan Islam yang 
semuanya tidak disatukan oleh hukum syari’at, melainkan oleh hubungan-
hubungan alamiah yang lahir dari kehidupan bersama di tempat yang sama. Lebih 
lanjut, seperti ditegaskan oleh Ahmad Lut}fi al-Sayyid, Islam bukanlah dasar 
nasionalisme. 
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3. Tipologi Pemikiran Politik Islam Moderat 
Berbeda dengan dua kecenderungan tipologi di atas adalah tipologi 
ketiga yang moderat. Tipologi ini menolak klaim ekstrim bahwa Islam adalah 
agama yang lengkap yang mengatur semua urusan termasuk politik, tetapi juga 
menolak klaim ekstrim kedua yang melihat bahwa Islam tidak ada kaitannya 
dengan politik. Menurut tipologi ini, kendati Islam tidak menunjukkan 
preferensinya pada sistem politik tertentu, tetapi dalam Islam terdapat prinsip-
prinsip moral atau etika bagi kehidupan bernegara, yang untuk pelaksanaannya 
Umat Islam bebas memilih sistem mana pun yang terbaik. Yang termasuk 
tipologi ini adalah Muh}amad H{usein H{aikal, Muh}ammad Abduh, dan 
Fazlurrahman. 
a. Muh}amad H{usein H{aikal (lahir 1888-1956) 
Prinsip-prinsip dasar kehidupan kemasyarakatan yang diberikan oleh al-
Qur’an dan Sunah tidak ada yang langsung berkaitan dengan ketatanegaraan. 
Kehidupan. Menurut H{aikal kehidupan bernegara bagi umat Islam itu baru mulai 
pada waktu Nabi berhijrah dan menetap di Madinah, dan di tempat yang baru 
itulah Nabi berdasarkan wahyu-wahyu Ilahi mulai meletakkan ketentuan-
ketentuan dasar bagi kehidupan keluarga, pembagian waris, usaha, dan jual beli. 
Sedangkan ayat-ayat yang diwahyukan dalam periode Mekah terbatas pada 
ajakan untuk mengesakan Tuhan dan iman atau percaya kepada Allah, para 
Malaikat, dan Rasul Allah, hari akhir, serta nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi. 
Bahkan ketentuan-ketentuan dasar tentang kehidupan masyarakat, kehidupan 
ekonomi, dan budi pekerti tersebut belum menyentuh secara rinci dasar-dasar 
bagi kehidupan bernegara, dan tidak secara langsung menyinggung sistem 
pemerintahan. Dua ayat al-Qur’an yang memerintahkan agar umat Islam 
berkonsultasi satu sama lain dalam soal-soal bersama (surat ali-Imran ayat 159 
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dan surat al-Syura ayat 38) itu tidak diturunkan dalam kaitan sistem 
pemerintahan91 
 Singkatnya menurut H{aikal, di dalam Islam tidak terdapat satu sistem 
pemerintahan yang baku. Umat Islam bebas menganut sistem pemerintahan yang 
bagaimana pun asalkan sistem tersebut menjamin persamaan antara para warga 
negaranya, baik hak maupun kewajiban, dan juga di muka hukum, dan 
pengelolaan urusan negara diselenggarakan atas syura atau musyawarah, dengan 
berpegang kepada tata nilai moral dan etika yang diajarkan Islam bagi peradaban 
manusia atau dengan kata lain, menurut H{aikal, sistem pemerintahan yang sesuai 
dengan ketentuan-ketentuan Islam adalah sistem yang menjamin kebebasan dan 
berasaskan prinsip bahwa pengangkatan kepala negara dan kebijaksanaannya 
harus sepertujuan rakyat, bahwa rakyat berhak mengawasi pelaksanaan 
pemerintahan dan meminta pertanggungjawaban. Islam mengimbau kepada umat 
manusia, khusunya umat Islam, agar berusaha melaksanakan prinsip-prinsp 
tersebut sejauh kemampuan.92  
b. Muh}ammad Abduh (1862-1905) 
Muh}ammad Abduh, meskipun hidup jauh sebelum H{aikal dan guru dari 
Rid}a maupun Ra>ziq, tampaknya masuk kategori ketiga. Dalam pandangan 
Abduh, Islam tidak menetapkan suatu bentuk tertentu dalam pemerintahan. Jika 
bentuk khalifah masih tetap menjadi pilihan dalam pemerintahan, maka bentuk 
demikianpun harus mengikuti perkembangan masyarakat.93 Ini mengandung 
maksud bahwa apa pun bentuk dari suatu pemerintahan, Abduh menghendaki 
pemerintahan yang dinamis. Dengan demikian, ia mampu mengantisipasi 
perkembangan zaman. 
                                                 
91Munawir Syadzali, Islam dan Tatanegara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, h. 183. 
92Munawir Syadzali, Islam dan Tatanegara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, h. 189. 
93Suyuthi Pulungan, Fiqih Siyasah; Ajaran, Sejarah dan pemikiran, h. 282. 
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Abduh mengatakan bahwa rakyat merupakan sumber kekuasaan bagi 
pemerintah. Rakyatlah yang mengangkat dan memiliki hak memaksa pemerintah. 
Oleh karena itu rakyat harus menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan 
hukum untuk kemaslahatan meraka.94 Karena sumber kekuasaan adalah rakyat, 
Islam tidak mengenal kekuasaan agama, seperti yang terdapat dalam Kristen 
Katolik pada abad pertengahan di Barat. Islam tidak memberikan kekuasaan 
kepada seorangpun selain kepada Allah dan Rasul-Nya. 
Menurut Abduh, salah satu prinsip ajaran Islam adalah mengikis habis 
kekuasaan agama sehingga setelah Allah dan Rasul-Nya, tidak ada seorangpun 
yang mempunyai kekuasaan atas akidah dan agama orang lain.95 Bukankah Nabi 
Muh}ammad hanyalah seorang muballig dan pemberi peringatan tanpa adanya 
pemaksaan untuk mengikuti ajarannya. Pendapatnya ini mengisyaratkan ketidak 
sepakatannya dengan para pemikir politik pada masa klasik dan masa 
pertengahan, yang menyatakan bahwa kekuasaan khalifah atau kepala negara itu 
merupakan mandat dari Allah, maka dengan demikian ia harus bertenggungjawab 
kepada Allah pula. Menurut Abduh, khalifah atau kepala negara hanya seorang 
penguasa sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh rakyat dan bukanlah hak 
Tuhan untuk mengangkat dan memberhentikannya. 
Dalam hal ketaatan, menurut Abduh rakyat tidak boleh menaati 
pemimpin yang berbuat maksiat yang bertentangan dengan al-Qur’an dan hadis, 
jika pemimpin berbuat sesuatu yang bertentangan, rakyat harus menggantinya 
dengan orang lain, selama proses itu tidak menimbulkan bahaya yang lebih besar 
dari pada maslahatnya. Dengan kekuasaan politik yang dipegang oleh pemimpin, 
hendaknya prinsip-prinsip ajaran Islam dapat dijalankan oleh yang mempunyai 
                                                 
94Suyuthi Pulungan, Fiqih Siyasah; Ajaran, Sejarah dan pemikiran, h. 286. 
95Munawir Syadzali, Islam dan Tatanegara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, h. 131. 
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hak dan wewenang. Usaha pemimpin atau pemerintah untuk menerapkan prinsip-
prinsip Islam disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat. Undang-undang 
yang adil dan bebas bukanlah didasarkan pada prinsip-prinsip budaya dan politik 
negara lain. Abduh mengatakan bahwa harus ada hubungan yang erat antara 
undang-undang dan kondisi negara setempat.96 Karena setiap negara berbeda 
menurut perbedaan tempat, kondisi perdagangan dan pertanian. Warganya pun 
berbeda-beda dalam tradisi, moral, keyakinan, dan sebagainya. Peraturan yang 
cocok dan bermanfaat untuk satu bangsa, belum tentu cocok dan sesuai untuk 
bangsa yang lainnya. Maka perundang-undangan harus memperhatikan dengan 
benar perbedaan manusia, sesuai dengan tingkat, kondisi, tempat tinggal, 
keyakinan dan tradisinya. Hal tersebut akan memudahkan baginya untuk 
mengambil hal yang berguna dan mencegah dari  yang bahaya. 
 
  
                                                 
96Didin Saefuddin, Pemikiran Modern dan Postmodern Islam (Jakarta: Grasindo, 2003), 
h. 33. 
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BAB IV 
KONSEP POLITIK DALAM PANDANGAN AH{MAD MUS{T{AFA< AL-
MARA<GI< DALAM TAFSIR AL-MARA<GI< 
A. Pemikiran Politik Ahmad Mus}t}afa al-Mara>gi> 
1. Prinsip Syura 
 Dalam prinsip perundang-undangan Islam, musyawarah dinilai sebagai 
prinsip yang amat penting artinya. Penentuan kebijaksanaan pemerintah dalam 
sistem pemerintahan Islam haruslah didasarkan atas kesepakatan musyawarah. 
Karena itu musyawarah merupakan prinsip penting dalam politik Islam.  
Prinsip musyawarah ini sesuai dengan QS. ali-Imran/3: 159: 
$ yϑ Î6sù 7π yϑ ômu‘ z⎯ ÏiΒ «!$# |MΖ Ï9 öΝ ßγ s9 ( öθs9uρ |MΨä. $ ˆà sù xá‹Î=xî É=ù=s) ø9$# (#θ‘ÒxΡ ]ω ô⎯ÏΒ y7 Ï9öθym ( 
ß# ôã$ sù öΝ åκ÷]tã öÏ øótGó™$#uρ öΝ çλ m; öΝ èδö‘ Íρ$ x©uρ ’Îû Í öΔF{$# ( #sŒÎ* sù |MøΒ z• tã ö≅©. uθtG sù ’n?tã «!$# 4 ¨βÎ) ©!$# 
=Ït ä† t⎦,Î# Ïj.uθtGßϑ ø9$# ∩⊇∈®∪     
Terjemahan:  
Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut 
terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu 
ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 
bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila 
kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. 
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-
Nya. 
 Tempulah jalan musyawarah dengan mereka, yang seperti biasanya 
engkau lakukan dalam kejadian-kejadian seperti ini dan berpegang teguhlah 
padanya. Sebab mereka itu meski berpendapat salah dalam musyawarah, memang 
hal itu merupakan suatu konsekuensi untuk mendidik mereka, jangan sampai 
hanya menuruti pendapat seorang pemimpin saja, meski pendapat pemimpin itu 
benar dan bermanfaat pada permulaan dan masa depan pemerintah mereka. 
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Selagi mereka mau berpegang pada sistem musyawarah itu, Insya Allah akan 
selamat dan mebawa kemashlatan bagi semuanya.97 
 Sebab jamaah itu jauh kemungkinan dari kesalahan dibandingkan 
pendapat perseorangan dalam berbagai banyak kondisi. Bahaya yang timbul 
sebagai akibat dari penyerahan masalah umat terhadap pendapat perseorangan, 
bagaimanapun kebenaran pendapat itu, akibatnya akan lebih berbahaya 
dibandingkan menyerahkan urusan kepada pendapat umum. 
 Hal itu mengingat, bahwa di dalam musyawarah silang pendapat selalu 
terbuka, apalagi jika orang-orang yang terlibat terdiri dari banyak orang. Oleh 
sebab itulah Allah memerintahkan nabi agar memantapkan peraturan itu dan 
mempraktekannya dengan cara yang baik. Nabi saw. manakala bermusyawarah 
dengan para sahabatnya senantiasa bersikap tenang dan hati-hati. Beliau 
memperhatikan setiap pendapat, kemudian mentarjihkan suatu pendapat dengan 
pendapat lain yang lebih banyak maslahat dan faedahnya bagi kepentingan kaum 
muslimin, dengan segala kemampuan yang ada. 
 Memang Nabi saw. selalu berpegang pada musyawarah selama hidupnya 
dalam menghadapi semua persoalan. Beliau selalu bermusyawarah dengan 
mayoritas kaum muslimin, yang dalam hal ini beliau khususkan dengan kalangan 
ahlu al-ra’yi dan kedudukan dalam menghadapi perkara-perkara yang apabila 
tersiar akan membahayakan umatnya.98 
 Beliau pernah melakukan musyawarah pada waktu pecah perang Badar, 
setelah diketahui bahwa orang-orang Quraisy telah keluar dari Mekah untuk 
berperang. Nabi pada waktu itu tidak menetapkan suatu keputusan sebelum 
                                                 
97Ah}mad mus}t}afa> al-Mara>gi>, Tafsi>r al-Mara>gi>, terj. Bahrun Abubakar, Terjemah Tafsir 
al-Maragi, Juz 4, h. 195-196.  
98Ah}mad mus}t}afa> al-Mara>gi>, Tafsi>r al-Mara>gi>, terj. Bahrun Abubakar, Terjemah Tafsir 
al-Maragi, Juz 4, h. 195-196. 
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kaum Muha>jirin dan Ans}ar menjelaskan isi persetujuan mereka. Juga 
musyawarah yang pernah beliau lakukan sewaktu menghadapi perang Uhud. 
 Demikianlah, Nabi saw. selalu bermusyawarah dengan para sahabatnya 
dalam  menghadapi masalah-masalah penting, selagi tidak ada wahyu turun 
mengenai hal itu. Sebab jika ternyata Allah menurunkan wahyu, wajiblah 
Rasulullah melaksanakan perintah Allah yang terkandung dalam wahyu itu. Nabi 
saw. tidak mencanangkan kaidah-kaidah dalam bermusyawarah, karena bentuk 
musyawarah itu berbeda-beda sesuai dengan sikon masyarakat, serta sesuai 
dengan perkembangan zaman dan tempat. Sebab seandainya nabi mencanangkan 
kaidah-kaidah musyawarah maka pasti hal itu akan diambil sebagai di>n oleh 
kaum muslimin dan mereka berupaya untuk mengamalkannya pada segala zaman 
dan tempat.99 
 Dari penjelasan di atas, menurut al-mara>gi> musyawarah adalah satu-
satunya jalan untuk membawa sebuah Negara atau kelompok masyarakat kearah 
lebih baik selama tidak ada wahyu yang turun mengenai permasalahan yang 
dihadapi. 
Dalam QS. al-Syura/42: 38: 
\ t⎦⎪ Ï% ©! $#uρ (#θç/$yftGó™ $# öΝ Íκ Íh5t Ï9 (#θãΒ$ s% r& uρ nο 4θn= ¢Á9$# öΝ èδã øΒr&uρ 3“ u‘θä© öΝ æηuΖ÷ t/ $ £ϑ ÏΒuρ öΝ ßγ≈uΖ ø% y—u‘ 
tβθà) ÏΖãƒ ∩⊂∇∪     
Terjemahan: 
 dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan 
mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan 
musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki 
yang Kami berikan kepada mereka. 
                                                 
99Ah}mad mus}t}afa> al-Mara>gi>, Tafsi>r al-Mara>gi>, terj. Bahrun Abubakar, Terjemah Tafsir 
al-Maragi, Juz 4, h. 195-196. 
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 Rasulullah saw. mengajak bermusyawarah para sahabat dalam banyak 
urusan, akan tetapi tidak mengajak mereka bermusyawarah dalam persoalan 
hukum, karena hukum-hukum itu diturunkan dari sisi Allah. Adapun para sahabat 
mereka bermusyawarah mengenai hukum-hukum dan menyimpulkan dari Kitab 
dan Sunah. Kasus yang pertama-tama dimusyawarahkan oleh para sahabat ialah 
tentang khilafah. Karena Nabi saw. tidak menentukan siapa yang menjadi 
khalifah, sehingga akhirnya Abu Bakar dinobatkan sebagai khalifah. Dan mereka 
juga bermusyawarah tentang peperangan melawan orang-orang murtad setelah 
wafatnya Rasulullah saw. dimana yang dilaksanakan adalah pendapat Abu Bakar 
untuk memerangi mereka. Yang ternyata perang itu lebih baik bagi Islam dan 
kaum muslimin. Begitu pula Umar ra. bermusyawarah dengan al-Hurmuzan 
ketika dia datang kepadanya sebagai muslim.100 
 al-Mara>gi> menyimpulkan bahwa selama yang dimusyarahkan itu bukan 
mengenai Hukum maka boleh dimusyawarahkan. 
2. Prinsip Keadilan 
Agama Islam menempatkan aspek keadilan pada posisi yang amat tinggi 
dalam sistem perundang-undangannya. Banyak sekali ayat-ayat al-Quran yang 
memerintahkan berbuat adil dalam segala aspek kehidupan manusia, seperti yang 
terkandung dalam QS. al-Nisa/4: 58:  
* ¨β Î) ©!$# öΝ ä.ã ãΒù'tƒ β r& (#ρ –Šxσ è? ÏM≈uΖ≈tΒ F{$# #’n< Î) $ yγ Î= ÷δr& # sŒÎ) uρ Ο çF ôϑ s3ym t⎦÷⎫ t/ Ä¨$ ¨Ζ9$# β r& 
(#θßϑ ä3øt rB ÉΑô‰yèø9$ Î/ 4 ¨β Î) ©!$# $−Κ ÏèÏΡ /ä3Ýà Ïètƒ ÿ⎯ Ïμ Î/ 3 ¨β Î) ©!$# tβ%x. $Jè‹Ïÿxœ #ZÅÁt/ ∩∈∇∪     
 
Terjemahan: 
                                                 
100Ah}mad mus}t}afa> al-Mara>gi>, Tafsi>r al-Mara>gi>, terj. Bahrun Abubakar, Terjemah Tafsir 
al-Maragi, Juz 25, h. 94. 
66 
 
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum 
di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya 
Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya 
Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. 
Di dalam banyak ayat, Allah memerintahkan supaya menegakkan 
keadilan. Di antaranya seperti di dalam QS. al-Maidah/5: 8: 
$ pκ š‰r'¯≈tƒ š⎥⎪Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ#u™ (#θçΡθä. š⎥⎫ ÏΒ≡§θs% ¬! u™!# y‰pκ à− ÅÝó¡ É) ø9$ Î/ ( Ÿωuρ öΝ à6¨Ζ tΒÌôf tƒ 
ãβ$ t↔ oΨx© BΘöθs% #’n? tã ωr& (#θä9Ï‰÷ès? 4 (#θä9Ï‰ ôã$# uθèδ Ü> tø% r& 3“ uθø) −G= Ï9 ( (#θà) ¨?$# uρ ©!$# 4 χ Î) ©!$# 7 Î6yz 
$ yϑ Î/ šχθè= yϑ÷ès? ∩∇∪     
Terjemahan:  
Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang 
selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. 
dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, 
mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil 
itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, 
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
Dalam QS. al-Nisa/4: 135 : 
* $ pκ š‰r'¯≈tƒ t⎦⎪ Ï%©! $# (#θãΨtΒ#u™ (#θçΡθä. t⎦⎫ÏΒ≡§θs% ÅÝó¡ É) ø9$ Î/ u™!#y‰ pκà− ¬! öθs9uρ #’n? tã öΝ ä3 Å¡ àΡr& Íρ r& 
È⎦ø⎪y‰ Ï9≡ uθø9$# t⎦⎫Î/ tø% F{$# uρ 4 βÎ) ï∅ä3 tƒ $ †‹ÏΨxî ÷ρ r& #ZÉ) sù ª!$ sù 4’n< ÷ρ r& $yϑ ÍκÍ5 ( Ÿξsù (#θãèÎ7 −F s? #“ uθoλ ù; $# β r& 
(#θä9Ï‰÷ès? 4 β Î)uρ (# ÿ… âθù=s? ÷ρ r& (#θàÊÌ÷èè? ¨βÎ* sù ©!$# tβ%x. $ yϑ Î/ tβθè=yϑ ÷ès? #ZÎ6yz ∩⊇⊂∈∪     
Terjemahan:  
Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar 
penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu 
sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, 
Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti 
hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu 
memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka 
Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu 
kerjakan. 
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Dalam QS. al-Hujurat/49: 9: 
β Î)uρ Èβ$ tGx Í←!$ sÛ z⎯ ÏΒ t⎦⎫ÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# (#θè=tGtGø% $# (#θßsÎ=ô¹ r'sù $ yϑåκ s]÷ t/ ( .β Î* sù ôM tót/ $ yϑ ßγ1y‰÷nÎ) ’n?tã 
3“ t÷z W{$# (#θè=ÏG≈s) sù © ÉL©9$# ©Èö ö7 s? 4©®Lym u™þ’Å∀s? #’n< Î) ÌøΒ r& «!$# 4 β Î*sù ôNu™ !$ sù (#θßs Î=ô¹ r'sù $ yϑ åκ s]÷ t/ 
ÉΑô‰ yèø9$ Î/ (# þθäÜ Å¡ ø% r&uρ ( ¨β Î) ©!$# =Ïtä† š⎥⎫ ÏÜ Å¡ ø) ßϑ ø9$# ∩®∪     
Terjemahan:  
dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang 
hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu 
melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar 
Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. 
kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, 
dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-
orang yang Berlaku adil. 
Pemutusan perkara di antara manusia mempunyai banyak jalan, di 
antaranya ialah : pemerintahan secara umum, pengadilan, dan bertahkim 
(arbitrasi) kepada seseorang untuk memutuskan perkara antara dua orang yang 
bersengketa dalam perkara tertentu. 
Untuk memutuskan perkara dengan adil memerlukan beberapa hal : 
Pertama : memahami dakwaan dari si pendakwa dan jawaban dari si 
terdakwa, untuk mengetahui pokok persengketaan dengan bukti-bukti dari kedua 
orang yang bersengketa. 
Kedua : hakim tidak berat sebelah kepada salah satu pihak diantara kedua 
orang yang bersengketa. 
Ketiga: hakim mengerti tentang hukum yang telah digariskan oleh Allah 
untuk memutuskan perkara diantara manusia berdasarkan contoh dari al-kitab, 
sunnah, maupun ijma umat.  
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Keempat: mengangkat orang-orang yang mampu mengemban tugas 
hukum untuk menghukumi.101 
Keadilan merupakan tujuan umum atau tujuan akhir dalam pemerintahan 
Islam. Dari segi realitas sejarah, sejarah para Khulafaur Rasyidin yang nota bene 
mencontohkan teladan nabi adalah prototipe yang lengkap dan sangat hidup 
dalam memahami makna keadilan dan memegang prinsipnya dalam kehidupan. 
3. Prinsip Kebebasan 
Yang dimaksud dengan kebebasan di sini bukanlah kebebasan bagi 
warganya untuk dapat melaksanakan kewajibanya sebagai warga negara, tetapi 
kebebasan di sini mengandung makna yang lebih positif, yaitu kebebasan bagi 
warga negara untuk memilih suatu yang lebih baik, atau kebebasan berfikir yang 
lebih baik dan mana yang lebih buruk, sehingga proses berfikir ini dapat 
melakukan perbuatan yang baik sesuai dengan pemikiranya. 
Kebebasan berfikir dan berbuat ini pernah diberikan oleh Allah kepada 
nabi Adam dan Hawa untuk mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah. 
Sebagai mana Firman Allah QS. Taha/20: 123: 
tΑ$ s% $ sÜ Î7 ÷δ$# $yγ ÷ΨÏΒ $Jè‹ÏΗsd ( öΝ ä3 àÒ÷èt/ CÙ ÷èt7 Ï9 Aρ ß‰tã ( $ ¨ΒÎ* sù Ν à6¨Ζt Ï? ù'tƒ ©Íh_ ÏiΒ “ W‰èδ Ç⎯ yϑ sù 
yì t7 ©? $# y“#y‰èδ Ÿξsù ‘≅ÅÒtƒ Ÿωuρ 4’s+ ô± o„ ∩⊇⊄⊂∪     
Terjemahan : 
Allah berfirman: "Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, 
sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang 
kepadamu petunjuk daripada-Ku, lalu Barangsiapa yang mengikut 
petunjuk-Ku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. 
Wahai Adam dan Hawa dengan anak cucunya jika datang kepada kalian 
penjelasan tentang jalan-Ku dan agama yang Aku pilihkan untuk makhluk-Ku 
                                                 
101Ah}mad Mus}t}afa> al-Mara>gi>, Tafsi>r al-Mara>gi>, terj. Bahrun Abubakar, Terjemah Tafsir 
al-Maragi, Juz 5, h. 114-115. 
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dengan mengutus para rasul dan kitab-kitab, maka barangsiapa mengikuti dan 
mengamalkannya, serta tidak menyimpang darinya, sesungguhnya Aku pasti 
menunjukinya di duina ke jalan yang benar, dan di akhirat kelak dia tidak akan 
sengsara.102 
Islam mengakui adanya kebebasan berfikir. Bahkan menjamin sepenuhnya 
dan dinilai sebagai ahlak dasar setiap manusia. Dalam sistem perundang-
undanganya Islam juga sangat menghargai nilai-nilai kebebasan itu. Penghargaan 
sistem perundang-undangan Islam terhadap kebebasan itu tidak dapat 
dibandingkan dengan sistem lainya yang diciptakan manusia. 
Dalam QS. al-Baqarah/2: 256: 
Iω oν#t ø.Î) ’Îû È⎦⎪ Ïe$!$# ( ‰s% t⎦¨⎫t6¨? ß‰ô©”9$# z⎯ÏΒ Äc©xö ø9$# 4 ⎯yϑ sù ö à õ3tƒ ÏNθäó≈©Ü9$ Î/ -∅ ÏΒ÷σ ãƒuρ «!$ Î/ 
Ï‰s) sù y7 |¡ ôϑ tGó™$# Íο uρó ãèø9$ Î/ 4’s+ øOâθø9$# Ÿω tΠ$ |Á ÏΡ $# $ oλ m; 3 ª!$#uρ ì ‹Ïÿxœ îΛ⎧ Î= tæ ∩⊄∈∉∪     
Terjemahan:  
tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah 
jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa 
yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka 
Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang 
tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. 
Tidak ada paksaan di dalam memasuki agama, karena iman harus 
dibarengi dengan perasaan taat dan tunduk. Hal ini tentunya tidak bisa terwujud 
dengan cara memaksa, tetapi hanya mungkin melalui hujjah atau argumentasi.  
Ayat ini, kiranya cukup sebagai hujjah dihadapan orang-orang yang 
sengaja memusuhi Islam, bahkan orang-orang Islam sendiri yang mempunyai 
prasangka bahwa Islam tidak bisa tegak melainkan dengan pedang (kekerasan) 
sebagai penopangnya. Mereka beranggapan bahwa kekuatan tersebut dipamerkan 
                                                 
102Ah}mad mus}t}afa> al-Mara>gi>, Tafsi>r al-Mara>gi>, terj. Bahrun Abubakar, Terjemah Tafsir 
al-Maragi, Juz 16, h. 294. 
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dihadapan orang-orang apabila menerimanya, sehingga mereka selamat. Dan 
apabila menolak, maka pedang (senjata) mulai berbicara.103 
Sejarah telah membuktikan kebohongan anggapan ini. Apakah benar 
pedang berbicara dalam rangka mengintimidasi orang-orang untuk memasuki 
Islam? Bukankah Nabi sendiri melaksanakan ibadah shalat dengan cara 
sembunyi, sedang kaum Musyrik dengan santernya melancarkan fitnah terhadap 
kaum Muslimin, dan menimpakan berbagai macam siksaan, sampai membuat 
beliau dan sahabat terpaksa melakukan hijrah. 
Atau, apa yang dimaksud dengan paksaan itu adalah ketika Islam mulai 
kuat, yakni periode Madinah? Ayat ini justru turun pada awal periode ini, sedang 
peperangan melawan Bani Nadhir terjadi setelah hijrah, kira-kira empat tahun 
kemudian. Jadi, tidak ada satu pun tuduhan itu yang bisa dibenarkan.104 
Jika dalam soal akidah saja Islam mengajarkan prinsip kebebasan, apalagi 
dalam soal politik. Hal ini jauh lebih ringan, karena hukum-hukum dalam politik 
tidak seketat seperti persoalan keyakinan. 
4. Prinsip Persamaan 
Prinsip persamaan berarti bahwa setiap individu dalam masyarakat 
mempunyai hak yang sama, juga mempunyai persamaan mendapatkan kebebasan 
dalam berpendapat, kebebasan, tanggung jawab, dan tugas-tugas kemasyarakatan 
tanpa diskriminasi rasial, asal usul, bahasa dan keyakinan. 
Berdasarkan prinsip persamaan ini sebenarnya tidak ada rakyat yang 
diperintah secara sewenang-wenang dan tidak ada penguasa yang memperbudak 
                                                 
103Ah}mad mus}t}afa> al-Mara>gi>, Tafsi>r al-Mara>gi>, terj. Bahrun Abubakar, Terjemah Tafsir 
al-Maragi, Juz 3, h. 31-32. 
104Ah}mad mus}t}afa> al-Mara>gi>, Tafsi>r al-Mara>gi>, terj. Bahrun Abubakar, Terjemah Tafsir 
al-Maragi, Juz 3, h. 31-32. 
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rakyatnya. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan berbagai bangsa 
dan suku bukanlah untuk membuat jarak antara mereka. Bahkan diantara mereka 
agar dapat saling tukar pengalaman. al-Qur’an menegaskan yang membedakan 
diantara manusia adalah hanya karena taqwanya. Sebagaimana firman Allah QS. 
al-Hujurat/49: 13: 
$ pκ š‰r'¯≈tƒ â¨$¨Ζ9$# $ ¯Ρ Î) /ä3≈oΨø) n= yz ⎯ÏiΒ 9x. sŒ 4©s\Ρ é&uρ öΝ ä3≈oΨù= yèy_ uρ $ \/θãèä© Ÿ≅Í←!$ t7 s%uρ (#þθèùu‘$ yètGÏ9 4 ¨β Î) 
ö/ä3tΒ tò2r& y‰ΨÏã «!$# öΝ ä39 s) ø? r& 4 ¨βÎ) ©!$# îΛ⎧ Î=tã ×Î7 yz ∩⊇⊂∪     
Terjemahan: 
Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-
laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan 
bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang 
yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling 
taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 
Mengenal. 
Diriwayatkan pula dari Abu Malik al-Asy’ari, ia berkata bahwa 
Rasulullah bersabda, ”sesungguhnya Allah tidak memandang kepada pangkat-
pangkat kalian dan tidak pula kepada nasab-nasabmu dan tidak pula pada 
tubuhmu, dan tidak pula pada hartamu, akan tetapi memandang pada hatimu. 
Maka barang siapa mempunyai hati  yang s}aleh, maka Allah belas kasih 
kepadanya. Kalian tak lain adalah anak cucu Adam. Dan yang paling dicintai 
Allah hanyalah yang paling bertaqwa diantara kalian,”. Jadi jika kalian hendak 
berbangga maka banggakanlah taqwamu, artinya barang siapa yang ingin 
memperoleh derajat-derajat tinggi hendaklah ia bertaqwa. Sesungguhnya Allah 
maha tahu tentang kamu dan amal perbuatanmu, juga maha waspada tentang 
hatimu, maka jadikanlah taqwa sebagai bekalmu untuk akhiratmu.105 
                                                 
105Ah}mad mus}t}afa> al-Mara>gi>, Tafsi>r al-Mara>gi>, terj. Bahrun Abubakar, Terjemah Tafsir 
al-Maragi, Juz 26, h. 237-238. 
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Dari uraian tersebut diatas tidak disangsikan lagi kekuatan prinsip 
persamaan itu dalam sistem hukum Islam. Pelaksanaanya berlaku menyeluruh 
dalam sistem hukum dan pemerintahan Islam. Sebab sistem itu memang menjadi 
bagian yang integral dari ajaran Islam. 
B. Implikasi Politik Terhadap Kehidupan Sosial 
Masyarakat Islam sejati tidak mengenal kelas seperti masyarakat agama 
yang lain. Ia adalah wadah bagi orang-orang tercabut haknya, yang tertindas, dan 
terdiskriminasi. Pesan Islam adalah pesan Rah}matan lil ‘a>lami>n. Islam menuntut 
terciptanya sebuah masyarakat berdasarkan perpaduan sosial dengan segala 
bentuk pengertiannya. Sebuah gerakan yang menentang segala bentuk 
penindasan dan diskriminasi sehingga masyarakatnya terbebas dari tirani, 
ketidakadilan, intervensi asing, dan kebohongan. Karena itu, diskriminasi 
manusia atas bangsa, bahasa, ras, kelas, darah, agama, dan lain-lain tidak bisa 
dibenarkan. Islam adalah kekuatan revolusioner untuk melawan tirani penindasan 
dan ketidakadilan menuju persamaan. 
 Tugas masyarakat sekarang adalah memperjuangkan nilai-nilai yang 
terkandung dalam al-Qur’an dalam arti membebaskan manusia secara total dari 
segala bentuk belenggu ketidakadilan, diskriminasi dan perpecahan dalam Islam 
itu sendiri.  
al-Maraghi tidak pernah mengidentifikasi dirinya sebagai pengikut aliran 
pemikiran teologi tertentu, bahkan ia sangat menyesalkan dan mencela 
perpecahan yang terjadi di kalangan Islam yang disebabkan oleh adanya berbagai 
macam aliran dan sekte dalam teologi. Ia bahkan mensinyalir keberadaan sekte-
sekte inilah yang memporak-porandakan persatuan dan kesatuan umat Islam 
serta menodai catatan sejarah Islam. Kendati demikian, nampaknya ia banyak 
terpengaruh dengan kondisi sosialnya sehingga corak pemikirannya lebih 
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rasional. Hal ini antara lain tercermin di dalam konsepsi mengenai iman menurut 
pemahaman al-Maraghi. Iman baginya adalah bukan sekedar konsep belaka tetapi 
ia harus teraktualisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dalam 
menguraikan prinsip-prinsip politik dalam tafsirnya lebih rasional dan dapat 
diaplikasikan disemua tempat dan zaman.  
Jadi dengan mengetahui prinsip-prinsip yang telah dijelaskan diatas, 
pemerintah dan masyarakat harus terlibat dan memperjuangkan nilai tersebut 
sehingga tercipta Negara yang diridhai Allah swt. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari berbagai uraian di atas, setidaknya dapat menghasilkan beberapa 
kesimpulan, sebagai berikut : 
1. Setelah penulis mengkaji Tafsi>r al-Mara>gi, penulis tidak menemukan adanya 
kewajiban menegakkan khilafah terkhusus pada ayat-ayat yang berkaitan 
dengan kepemimpinan dan juga tidak memisahkan antara agama dengan 
Negara dari uraian tersebut penulis menyimpulkan bahwa pemikiran beliau 
tentang politik termasuk tipologi pemikiran politik islam moderat. Ah}mad 
mus}t}afa> al-Mara>gi> tidak melaksanakan kaidah politik atau kebijakan-
kebijakan apa pun kecuali jika sesuai dengan prinsip akhlak dan petunjuk 
risalah. Prinsip-prinsip inilah yang harus selalu dijunjung tinggi oleh para 
politikus muslim dalam berjuang di negaranya untuk memperbaiki 
pemerintahannya. Prinsip poltik Islam itu terwujud dalam syura, keadilan, 
kebebasan, dan persamaan.  
2. Realitas empirik yang terdapat di tengah-tengah kehidupan masyarakat di 
dunia ini, terkhusus kepada sebagian masyarakat Indonesia masih melihat 
Islam sebagai ajaran ritual belaka dan melihat politik dengan Islam itu dua 
hal yang berbeda tidak bisa dipertemukan, sehingga prinsip-prinsip politik 
yang terkandung dalam ajaran Islam ditinggalkan. Olehnya itu, wajar jika 
seorang mufassir sekaligus pemikir yakni Ah}mad mus}t}afa> al-Mara>gi> 
melontarkan beberapa kritik dan saran terhadap para subjek maupun objek 
politik melalui karya-karyanya agar dengan mengetahui dan mengamalkan 
prinsip-prinsip politik Islam akan tercapai negara yang adil dan sejahtera. 
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B. Implikasi 
1. Pemahaman politik secara benar akan mengantarkan seseorang kepada 
kesempurnaannya ajaran Islam, lebih kritis dalam menjalani tugas 
kewarganegaraannya baik itu sebagai pemerintah maupun rakyat, dan 
berusaha memberikan yang terbaik untuk negaranya dengan 
mengaplikasikan esensi dan prinsip-prinsip politik yang terkandung dalam 
ajaran Islam. 
2. Melihat bahwa begitu banyak ayat yang berbicara mengenai politik dalam 
al-Qur’an, maka ini masih diperlukan penilitian yang lebih mendalam dan 
lebih komprehensif, tidak hanya dalam pandangan satu tokoh saja. 
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